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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BI,PATI MALA![G,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keqja Pemerintah
Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
Tahun 2019;

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapra-ia Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yograkarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO6 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada

Pejabat Pemerintahan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 23O, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 73, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Ke{a Pemerinta}r Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22

Tahun 2018 tentang Penl'usunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

2O. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2OO5-2O25 (lembaran Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21 . Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7

Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah (lrmbaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2O08 Nomor 4/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2O1O Nomor 2/E);
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016 Nomor a Seri D), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O16 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (kmbaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11

Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9

Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016 Nomor I Seri C), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 12 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(kmbaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016

Nomor 1 Seri C);

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017

tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

27.Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2Ol9 (Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2018 Nomor 1l Seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan dengan memperhitungkan Sumber Daya
yang tersedia.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesasikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai
sasaran RPJMD.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan Sumber Daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum
antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Daerah.
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BAB II
RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2Ol9
merupakan dokumen perencanaan pembangunan

Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai
pada tanggal 1 Januari 2079 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2019.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi
program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Malang.

(21 Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu
BAE} III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Perangkat Daerah

BAEI V Penutup
(3) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum
dalam l.ampiran yang merupakan bagtan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanarl Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Malang wajib melaksanakan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

D:\VikJU\Prcduk Huku\F.tbup R6rja 20r9\DPMPTSP\FqbuP.d@



(

8

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 3/ DesWBeR- 2018

MALAI'TG,

Diundangkan di Kepanjen

Padatangga 3l Pesenec4 2018

KABUPATEN MALANG,

MULIONO

Berita paten Malang

Tahun 2018 Nomor VfSen p
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NoMoR 6& reHuli zore
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

RTI{CANA KER.'A

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAI,ANG TNIUN 2019

BAB I
PEITDAIII'LUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan rencana kerja

bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana

Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Malang Tahun 2O|6-2O2L, Penyusunan Rencana

Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan

Pembangunal Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengdn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2.O15 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2O!7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeraih, Rencana

Pembangunan Jangka Menenga-h Daerah, dan Rencana Ke{a

Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan

program / kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan

yang telah disusun.
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Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program
dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam
satu tahun anggaran untuk menj awab pertanyaan apa yang menjadi
tujuan, se-saran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta
bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan
daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik
{Good Gouernancel yattu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,
efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan
jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan
tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OL7 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daeralr memuat kebljakan, program
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Proses penvusunan Rencana Keda Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dilakukan setelah surat Kepala

Badan Perenctrnaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal

3 Agustus 2018 Nomor: O5O15072135.07.2O2/2018 Perihal Penyusunan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2olg,
kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, yang bertugas menyusun
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Rancangan Rencana Keg'a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan Rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Dengan mengacu

Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2Ol9 dan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Malang Nomor: L88.414367 |KE,Pl35.07.l22l2OL7
tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun

2O|6-2O2L. Adapun dalam penyusunan Rencana Ke{a. maka ada

beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi

pelaksanaan Rencana Keq'a tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reuieut terhadap Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan

kegiatan, pendanaan indikatif.

Selanjutnya Rencana Ke{a Dinas Penanaman I$odal dan

Pglayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 ini akan menjadi bahan

penyusunan Rencana Kerja Anggaran' dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan

program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan selanjutnya akan

dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kine4'a, dan

penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen pembangrrnan daerah merupatan satu kesatuan

yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan

penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan

masukan pen5rusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sela4jutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

disahkan maka menjadi acuan pen5rusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkart

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
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Rencana Ke{a Pemerintah Daerah digunakan sebagai

pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Keda Pemerintah

Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun

Rencana Keda sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Kerja merupakan

penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja

sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Perangkat Daera.h, yang selanjutnya menjadi acuan penJrusunan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga

mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan,

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERI{AITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Podoman Dijabarkan
Pedoman

f

pedoman Diacu

Pedoman

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2OL9 mengacu pada Rencana

Strategis Dinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati

Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

RanwaI
RKPDRPJMD RAPBD APBD

RPJPD
dan

RTRW

RI(P
Daerah

Renstra
Perangkat

Daerah

Rencana

Kerja PD

RI(A

PD

DPA

PD
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Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2O|6-2O2L, maka Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam mendukung Misi

ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi

demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan

demolaatis berbasis telcrologi informasi dan Misi ke-3 yaitu Melakukan

pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

1.2 Landaran Hukum

Penyusunan Rencana Ke{a Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme

Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nbmor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

ata.s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi

Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Eva-luasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentarig Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada pejabat pemerintahan;

13, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2}tl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tetah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Paqjang Daerah dan Rencana pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Keq'a Pernerintah Daerah Tahun 2019;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata. Ruang Wilayah Kabupaten Malang;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2OL6-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor L4 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2OL6-2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2OL6

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor

12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Ke{a Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2O17 tentang Mekanisme

Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana

Keda Pemerintah Daerah Tahun 2019. )

1.3 Maksud dan TuJuan

Maksud penJrusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pel,ayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang adatah sebegai pedoman

dan arah kebijalan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran

dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi lembaga Dinas Penanaman Modd dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu selama Tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah:

I. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan

sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana

Ke{a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pendukung Pemerintah

Kabupaten Malang di bidang penanaman modal sehingga dapat

menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, terLib

dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;

3. Sebagai ba-han evaluasi kegiatan tahun mendatang.
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Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai berikutl

BABI PENDAHULUAN

1. I Latar Belakang

1.2 l,andasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Ke4'a Tahun 2Ol7 dart

Capaian Rencana Strategis

2.2 Analisis Kine{a Pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan T\.rgas dan Fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 t\.rjuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABV PENUTUP



BAB II
E\TALUASI PELIINSAI{AAN RTNCANA KERJA DII{AS PENANAMAIY MODAL

DAI{ PELAYANAIT TERPADU SATU PINTU TAHUN 2017

2.1 Evaluasl Pelaksanaan Rencana KerJa Tahun 2O17 Dan Capaian

Renstra Anallsls KlnerJa Felayanan Flntu

Capaian kineda terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun
anggar€rn 2017, yang telah disinkronisasikan dengal visi, misi, tujuan
dan sasaran strategisnya.

Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu sesuai dengan Tugas Pokoknya adalah :

1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan bidang penanamall modal;

2. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan

administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanamaa Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, maka indikator
kineda DPMPTSP adalah :

1. Peningkatan jumlah investor;

2. Persentase pertumbuhan Nilai Investasi;

3. Capaian Nilai SKM;

4. Persentase penyelesaian izin yang diterbitlan.
Capaial dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Untuk Indikator Persentase peningkatan jumlah investor baru, yang

dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berkut :

- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan

- Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;

- Peningkatari kualitas SDM guna peningkatan pelayanan. investasi;

- Penyelenggaraan Pameranlnvestasi;

- Memfasiitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi;

Jumlah PMA pada tahun 2016 sebanyak 20 perusahaan. Pada tahun
2017 mengalami perubahan jumlah PMA disebabkan adanya 7 (tujuh)

PMA yang tidak beroperasi/berubah status menjadi PMDN antara lain :

- PT. Pancom Internasional (tidak beroperasi); t
- PT. Kunyun Gravure Industries Indonesia (pindah ke Mojokerto);
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- PT. Valor Indonesia (Tidak beroperasi);
- PT, Agromitra Alementare (berubah status menjadi pMDN);

- PT. Austasia Food (Tidak beroperasi);

- PI. Madusari Murni Indah (berubah status menjadi pMDN);

- PI. Kencana Tiara Gemilang (berubah Status menjadi PMDN).

Selanjutrya, PMA baru sebanyak 11 (sebelas) perusahaan, antara lain :

- PI. Mulia Usaha Bersama;

- PT. Green Grow;

- PT. Trisakti Purwosari Makmur;
- PT. Santosa Abadi Makmur;

- PI. Bintang Pesona Jagad;

- PT. Asia Seed Indo; ,
- PT. Bransend Coorporation;

- PT, Metahelix Lifesciences Ind;

- PI. Dwi Prima sentosa;

- PT. Hitay Renewable Energr;

- PI. Sunrei Food Product.

Sehingga total jumlah PMA pada tahun 2017 menjadi 24 (dua puluh
empat) perusahaan.

Adapun Pertambahan Penanam Modat Dalam Negeri (pMDN) yang baru,
sebanyak 5 (lima) perusahaan, yaitu :

- PT. Agromitra Alementare

- PI. Madusari Murni Indah
- PI. Kencana Tiara Gemilang;

- Sariguna Primatirta, Tbk;

- PT. Indonesian Marine Factory

Calon investor yang difasilitasi pada Tahun 2017 sebanyak 4 (empat)

calon investor yaitu:

1. AKA SINERGI GROUP melalui anak perusahaannya FT. KAWASAN

HIJAU INDUSTRI di Jl. Latuharbary No.16-17 Menteng Jakarta
Pusat terkait fasilitasi rencana penErnaman modal dalam melakukan
investasi pembangunan kawasan industri terpadu di Kecamatan

Jabung Kabupaten Malang

2. Yl, INDONUSA ALGAEMAS PRIMA yang beralamat di
Jl. Balekambang Nomor 99 Singosari Malang terkait fasilitasi
penanaman modal untuk penerbitan Surat Rekomendasi
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Nonperizinan sebagai dasar b"gr penanggung jawab kegiatan dalam
perluasan usaha;

3. PT. BINTANG MANDIRI SE IAHTERA INDONESIA Jl Raya panjang

Jiwo Ruko Panjang Jiwo Permai Bl A/11, Tenggilis Surabaya terkait
fasilitasi rencana penanaman modal untuk pembangunan kawasan

industri budidaya singkong di Kabupaten Malang.

4. PT. ASIA SEED Indonesia beralamat di JI. Yos Sudarso Bedali
Lawang bidang usaha pertanian dengan Nomor ljin 4L67 /L/p-
PBlPMAl2Ol6 terkait fasilitasi penanaman modal dalam hal
perizir:,an penEmaman modal.

Untuk indikator persentase pertumbuhan Nilai Investasi, dicapai melalui
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal

dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
- Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.

Berdasarkan formula pengukuran nilai investasi, dimana nilai investasi
pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.989.660.989.490,- dan nitai investasi
pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.018.355.000.253,- sehingga diperoleh
peningkatan nilai investasi sebesar 300,85%. .

Hal ini disebabkan karena :

- Investasi yang tercatat pada tahun 2016, Kantor Penanaman Modal

adalah investasi PMA dan PMDN fasilitasi. Setelah menjadi DPMPTSP,

nilai investasi pada PMDN Non Fasilitasi juga didata. Sehingga tedadi
penambahan yang cukup tinggi;

- Adanya penambahan PMDN Non fasilitasi skala besar, menengah dan

kecil yang belum terakomodir sebanyak7.496 perusahaan;

- Adanya kapasitas pembelian impor mesin serta barang dan bahan

untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka
penanaman modal;

- Adanya perluasan dan perubahan proyek yang dilakukan oleh PMA

dan PMDN yang menambah nilai investasi. PMA mengalami

penurunan sebesar Rp. 65.115.330.166,- sedangkan PMDN mengalami

kenaikan sebesar Rp. 16.043.642.702.O19,-

- Adanya perubahan investasi baru pada PMA dan PMDN dengan nitai

investasi PMA sebesar Rp. 1.075.168.667.353,- dan PMDN sebesar
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Rp. 404.364.654.230,- sehingga total penambahan investasi baru

sebanyak Rp. 1.a79.533.32 1.583,-

Indikator Capaian Nilai SKM, diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai SKM yang

diperoleh adalah sebesar 89,93.

Untuk Indikator Persentase penyelesaian izin yang diterbitkan, dicapai

melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan dan Pengendalian teknis

- Sosialisasi Standar Operasiond Pelayanan Perizinan kepada

Masyarakat;

Diperoleh capaian sebesar :9o,9o/o. Dibandingkan dengan capaian pada

tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 5,6.

Hal ini disebabkan karena :

- Perubahan Nomenklatur OPD, sehingga perlu dilakukan perubahan

sertifikat. Blanko sertilikat baru selesai pada pertengahan bulan
pebruari Tahun 2O17;

- Adanya perubahan peraturan tentang pelayanan perizinan, dalam

kaitannya dengan perubahan nomenklatur OPD;

- Kurangnya SDM yang memadai;

- Terdapat 4 (empat) izin yang kewenangannya dialihkan ke provinsi,

yaitu izin Juru Bor, Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, Izin Usaha

Penangkapan Ikan Untuk Kapal Berukuran di Bawah 5 GT dan Izin

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

- DPMPISP belum memiliki Tim Teknis sendiri, sehingga dalam

penerbitan izin, masih menunggu rekomendasi dari Tim Teknis, yang

dalam hal ini adalah dari perangkat daerah terkait.

Secara umum, hambatan dan kendala yang dijumpai dalam

pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

l. Masih belum tertatanya program dan kegiatan untuk pencapaian

sasaran yang ditetapkan; '
2. Masih perlu peningkatan data potensi unggulan daerah, 5slagai

basis peta potensi wilayah Kabupaten Malang;

3. Masih perlu peningkatan komunikasi antara instansi pemerintah

dan dunia usaha;

4. Masih perlu peningkatan koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral

dengan dengan perangkat daerah lainnya;
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5. Masih perlu peningkatan kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk
menyampaikan LKPM;

6. Masih perlu peningkatan sosialisasi, informasi perizinan, serta
pemberian kemudahan pelayanan perizinan;

7. Sumber Daya Manusia yang belum optimal; r
Dalam rangka meminialisir kegagalan tersebut dan sebagai

langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan

melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan penataan program dan kegiatan, sehingga satu program

ditangani oleh satu bidang;

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. Meningkatkan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan

informasi peluang investasi di Kabupaten Malang;

d. Memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan serta
pembinaan sehingga diharapkan tercipta iklim investasi yang

kondusif;

e. Memaksimalkan mobil pelayanan keliling untuk melayani

masyarakat yang mengajukan izin tertentu dan berdomisili jauh;

f. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu
dengan mengikutsertakan aparatur pada pelatihan penyusunan

RUPM dan melakukan Studi komparasi penyusunan kerangka

acauan kerja Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);

g. Mencukupi sarana penyimpanan arsip dengan menyediakan almari

arsip dan menyimpan sementara di ruang khusus arsip, selanjutnya

menyetorkau arsip diatas 5 tahun ke Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang tersebut,

program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi

pencapaian kine{a organisasi adalah Program Peningkatan Pelayanan

Publik dengan kegiatan-kegiatan :

1) Pengawasan dan Pengendalian Teknis;

2) Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan kepada Aparatur

dan Masyarakat;
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3) Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001:2008

Serta Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

dengan kegiatan Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Hal
tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan

dampak secara langsung kepada masyarakat.

Adapun realisasi dari segi pendapatan, pada tahun 2017, dapat diuraikan
sebagai berikut : '

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat dua Izin
yang tidak memenuhi target, yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Izin

Gangguan.

Faktor penyebab tidak tercapainyalzin Mendirikan Bangunan (IMB) :

1) Permohonan IMB Usaha relatif sedikit dibandingkan dengan IMB

Hunian;

2l Adanya izin pengeringan sehingga banyak permohonan izin yang tidak

dapat diproses karena statusnya tanah sawah;

3) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya

mengurus dan memiliki IMB;,

4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum

memiliki Tim Teknis. Sedangkan dalam penerbitan izin, harus

berdasarkan pada rekomendasi dari Tim Teknis dalam hal ini adalah

Perangkat Daerah terkait, misalnya Dinas Perumahan Kawasan

No Uraian
Target

Penerimaan (Rp)
Realisasi

tRp)

o/o

Capaian

1 Retribusi Jasa Umum

a Retribusi Izin Sewa
Pemakaman

425.000.000 425.060.730 100,01

2 Retribusi Perlzinan Tertentu ?

A Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
(rMB)

4.800.000.000 2,4r5.765.360 50,33

B Retribusi Izin Gangguan
(Ho)

4.900.000.000 4.229.736.250 86,32

C Retribusi Izin Trayek 20.000.000 24.932.OOO 124,66

D Retribusi Izin
Mempekerjakan Tenaga
Asing

88.000.000 94.326.800 lo7,19

JUMLAH 10.233.OOO.OOO 7 .189 .421 . 140 70,26
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Permukiman dan Cipta Karya, Dinas pekeq.aan Umum dan Sumber
Daya Air.

Sedangkan Izin Gangguan (HO), target pendapatan tidak tercapai
karena adanya Permendagri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2or7
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahu,n
2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang pedoman penetapan Izin Gangguan
Di Daerah, sehingga banyak pemohon beranggapan bahwa tidak perlu
mengurus izin Gangguan (HO).

Untuk capaian kinerja tahun 2018 Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disajikan pada tabel 2. 1.
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah / Program
/Kegiatan

Indikator Kinerl'a Program
(Outcomes),/ Kegiatan

(Output)

Target Kine4'a
Capaian

Program Renstra
PD Tahun 2016

sld2O2l

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Keluaran Kegiatan
sld2016

Target & Realisasi Kineq'a Program dan
Keluaran Kegiatan Tahu n 20 17

(Tahun lalu/l:-21

Target Program
dan Kegiatan

Renja PD
Tahun

Berjalan (thn
2018)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra

Program/ Kegiatan Renstra PD
s/d Thn 2018 (Tahun Berjalan)

Target Renja
PD Thn 2O17

Tingkat
Realisasi (7o)

Realisasi
Capaian

Tingkat
Capaian (%)

1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 to=(e) tt=(rc/a)

9 Penyediaan Makanan dan
Minuman

Jumlah makanan dan
minuman harian pegawai
rapat dan tamu yang
disediakan

26.260HOK 12 bulan 350 HOK 350 HOK r00 3224HOK 3574 HOK L3,42

to Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai yang
memenuhi penugasan
dinas ke luar daerah

494 HOK 12 bulan 76HOK 76 HOK 100 75 HOK ls1 HoK 30,56

1l Rapat- rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah

Jumlah pegawai yang
memenuhi penugasan
dinas ke dalam daerah

695 HOK 12 bulan 183 HOK 183 HOK 100 62 HOK 245 HOK 32,25

Program Pentngkatan Sarana
daa Easarana Aparatur

Prosontare pemenuhal
opersalonal perkaltoran 10096 Loooh 1(XlYo lo,oflo 100 lO@/o LOU/o 100

t2 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor

Jumlah peralatan gedung
kantor vang diadakan

37 jenis 3 jenis 9 jenis 9 jenis loo 10 Jenis 19 Jenis 51,35

13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor
vane dipelihara

1 Jenis 1 unit 1 Jenis 1 Jenis 100 1 Jenis 1 Jenis 100

14 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan roda
empat dan roda dua yang
dipelihara rutin dan
berkala

12 Unit 13 unit 12 unit 12 unit 100 12 Unit 12 Unit 100

16 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara
rutin dan berkala

15 Jenis 12 bulan 4 jenis 4 jenis 100 5 Jenis 9 Jenis 100

IU
Program Peningkataa
Ibpasttas Sumber Daya
Aparahrr

Perseatase peatrgkatan
kapasttas pcgawat dt
perangkat daerah (%l

loo% LOU/o l(x)% 1(X)o/" 100

t7 Bimbingan Teknis Imp.lementasi
Peraturan Perundang-undangan

\k

Jumlah pegawai yang
mengikuti bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan

6O Orang 4 orang 2O orang 20 orang 33.33")

Realisasi
Renja PD
Tlln 2017

II
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Urusanr/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/ Program

/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/ Kegiatan

(Output)

Target Kinerja
Capaian

Program Renstra
PD Tahun 2O16

sld2o2L

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Keluaran Kegiatan
s/d 2016

Target & Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiataa Tahun 2O17

(Tahun laluln-21

Target Program
dan Kegiatan

Renja PD
Tahun

Be{alan (Thn
2018)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra

Program/ Kegiatan Renstra PD
s/d Thn 2O18 (Tahun Berialanl

Target Renja
PD Thn 2O17

Realisasi
Renja PD
Tbn2OlT

Tingkat
Realisasi (o/o)

Realisasi
Capaian

Tingkat
Capaian (%)

1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(e) 1 1=(1 o/a)

IV
Progran Penlngtatan
Peagombangar Slstem
Pelalrcran Calniaa KtaerJa dan
IGuaagaa

Prorertase dokumen
Perercanaar, lalnran
keuengan darl HaorJa
peralgkt daerah 5rang
tepat t aku

1(X)o/o l(xr% 1(X)Yo l(x)% 10() to()Ph LAU/o 1()(,

18
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kineria SKPD

Jumlah dokumen laporan
kinerja, Renstra dan renja

39 buku 12 bulan 3 buku 3 buku 100 15 buku 18 buku 34,46

19 Penyusunan Laporan keuangan
semesteran

Jumlah dokumen Laporan
keuangan semester I dan II 9 buku 12 bulan 2 buku 2 buku roo 2 buku 22,22

20 Penyusunan Laporan Keuangan
AkhirTahun

Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun 15 buku 12 bulan 3 buku 3 buku 100 3 buku 6 buku 40,oo

v
Program Pealagkatan Sistom
Pengasrasarr lnternd dan
Stanalartsasl Adt[lnlstrasl
Polayanaa

Cakupon pcnanSaraa
Peagaduan masyara&at
aecaaa lnteaslfdaa
stndadsasi admlntstrasi
pslayeraa

100% 1(x)% LW/o 1(,()

27 Pelaksanaan Pengawasan
Intemal secara berkala (lKM)

Jumlah laporan surv€y
kepuasan masvarakat

4 dokumea 1 Dokumen I Dokumen 25,OO*l

22 Evaluasi Sistem Informasi
Pelayanan berstandar ISO

Jumlah sertifikat ISO yang
diperoleh 1 sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1OO*)

VI
Program Penlngkatan
Pela5ranan Pubttk bldsng
Pembaagunan do.
Keaasyara&ataa

Peruertaso poacaptaa
pelayraaaa pertrinan rU
bldq-g pembangunaa dan
kemas5raretataa yg tepst
wa&fir

2oo/o 2e/o 2ff/o 1(x)

23
Pelayanan Verifikasi bidang
pembangunan dan

Sosialisasi dan Informasi
perizinan bidang pembangunan
dan kemasyakatan

Jumlah izinyang
diverifikasi 15OO izin 15OO izin 15OO izin 1OO1

24 Jumlah sosialisasi yang
dilaksanakan

4 kaJl
tt, + krli 4 kali 1oo1

No
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah/ Program
/Keglatan

Indikator Kineq'a Program
(Outcomes)/ Kegiatan

(Outpu$

Target Kineqia
Capaian

Program Renstra
PD Tahun 2016

s/ d 2A2L

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Keluaran Kegiatan
s/d 2O16

Target & Realisasi Kineg'a Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2OL7

ffahun lalu/n-21
Target Program
dan Kegiatan

Renja PD
Tahun

Be{alan (Thn
2018)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra

Program/ Kegiatan Renstra PD
s,/d Thn 2O18 (Tahun Berialan)

Realisasi
Renja PD
Thn2OlT

Tingkat
Realisasi f/o)

Realisasi
Capaian

Tingkat
Capaian (o/o)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(e) 1 1=(1o/ a)

25
Pelayanan perizinan perhitungan
penetapan dan penerbitan izin
bidang perrbangunan dan
kemasyarakatan

Jumlah izinyang
ditetapkan
perhitungannya/SKRD

12OO izin L2OO izll: 12OO izin lOOr)

vu
Program Penhgkatar
Pelayanaa Publtk blds-g
Perokonomlal darl Soslal
Budaya

Perseataso pencapatan
pelalranaa perldnan dt
blde-g l!€reko[omla[ dan
soslsl budalra yg topat
sakhr

3O%o {r% 3tr/o lqt

26 Pelayanan Verifi kasi bidang
perekonomian dan sosial budaya

Jumlah izinyang
diverifikasi 15OO bin l5OO izin 15OO izin lOO*)

27
Sosialisasi dan Informasi
perizinan bidang perekonomian
dan sosial budava

Jumlah sosialisasi 5rang
dilaksanakan 4 kali 4 kali 4 kali 1OO*)

2a
Pelayanan perizinan perhitungan
penetapan dan penerbitan izirr
bidang perekonomian dan sosial
budaya

Jumlah izin yarrg
ditetapkan
perhitungannya/SKRD

6O0 izin 600 izin 600 izin 1OO1

vm Program Psahgltatsl Promosl
dan lftrJasama Investasl

Pereeatase Peailgtatan
Jumlah ponrsahaan baru
dl Kabupaten Ualr.f

LYo lVo lYo lo/o 1(,()

29 Pengembangan Potensi
Unggulan Daerah

Buku pemetaan potensi
dan CD Film Potensi
Investasi

5 dokumen dan
5 CD film
potensi

1 paket
1 dokumen,

1 CD Master
Film

I dokumen,

1 CD Master
Film

l dokumen,
1 CD Master

Film
20,oo1

30
Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman
modal

Jumlah rapat koordinasi
perencanaan dan
pengembangan investasi

75 kali 2 kaJi 15 kali 15 kali 15 kali 20,oo1

\t,

Target Renja
PD Thn 2017



L6

Tabel 2.1

Rckapttulasl Hastl Evrlu.ai ll1rll Pelelremaa RenJa Penttgkat D.csah d.tr Psncapqlan R€Dttrr s.d Tatun 2()18
Dh.. PeEa[aE a [odal dan Pete5ntta! Tcrp.du sltu Plntu KabuPatea ualaag

No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah / Program
/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja
Capaian

Program Renstra
PD Tahun 2O16

s/d2021

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Keluaran Kegiatan
s/d2016

Target & Realisasi Kineg'a Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2017

ffahun lalu/n-2)
Target Program

dan Kegiatan
Renja PD
Tahun

Berjalan (Ihn
2018)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra

Program/Kegiatan Renstra PD
s/d Thn 2O18 (Tahun Berialan)

Target Renja
PD Thn 2O17

Realisasi
Renja PD
Th:n2OLT

Tingkat
Realisasi (o/o)

Realisasi
Capaian

Tingkat
Capaian (o/o)

1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 1o=(e) 11=(1o/a)

I Program PelaYanan
Admtatctrasl Perkantoran

Prosentaae tGmeauha!
operaslotral p€fkantoran lOop/o LO@/o 1()0% l(x)% 7O@/o l@Vo 1(x)% 1(X)Yo

1 Penyediaan jasa surat menJrurat
Jumlah registrasi surat
masuk dan surat keluar

49.5OO surat 14.3OO surat 13.89O buah 13.89O buah LO@/o 14.OOO buah 27.890 buah :fi,34

c Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik

Jumlah penyediaan listrik,
air minum/air bersih,
telekomunikasi dan
internet

60 bulan 48 rekening 126 bulan 12 bulan lO@/o 12 bulan 24 bulan 40,oo

J Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

Jumlah pejabat pengelola
administrasi keuangan
yang diberikan honor
selama l tahun

156 0B 12 bulan 20 0B 20 0B IOU/o 20 0B 40 0B 25,64

4 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

Jumlah peralatan bahan
kebersihan yans diadakan

b'l Jenrs 12 bulan 19 Jenis 19 Jenis IOU/o 2O Jenis 39 Jenis 64,42

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor
yang disediakan

156 Jenis 12 bulan 52 jenis 52 Jenis lOff/o 46 Jenis 98 Jenis 62,42

6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah barang cetakan
yang disediakan

57 Jenis 2OOO lembar 19 Jenis 19 Jenis LO0P/o 19 Jenis 38 Jenis 6,66

7
Penyediaan Komponen instalasi
listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah penyediaan
komponen alat-alat listrik
dan elektronik

3O Jenis 12 bulan 1O Jenis 1O Jenis LOU/o 15 Jenis 25 Jenis 83,33

8 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan
yang disediakan

72 Jenis 12 bulan 24 Jenis 24 Jenis LOU/o 24 Jenis 48 jenis 66,66

I

I

I

!
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah / Program
/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja
Capaian

Program Renstra
PD Tahun 2016

sld2O2L

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Keluaran Kegiatan
sld2016

Target & Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2Ol7

(Tahun lalu/n-2)
Target Program
dan Kegiatan

Renja PD
Tahun

Berjalan (Ihn
2018)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra

Program/ IGgiatan Renstra PD
s/d Thn 2O18 (Tahun Berialan)

Target Renja
PD Thn 2Ol7

Realisasi
Renja PD
Thr:2OLT

Tingkat
Realisasi (o/o)

Realisasi
Capaian

Tingkat
Capaian (%)

1
o 3 4 5 6 s=12/6) 9 to=(e) 1 1=(1o/ 4)

3l

Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang
pen€rnarnan modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha

Jumlah temu usaha Yang
dilaksanakan

5 kali 1 kali l kdi l kali 100 1 kali 20,OO"I

32
Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal

Jumlah dokumen hasil
pemantauan dan
pelaksanaan investasi ke

5 dokumen 60 kali l dokumen 1 dokumen 100 I dokumen 2O,O0")

JJ
Peningkatan kualitas SDM
guna peningkatan PelaYanan
investasi

Jumlah SDM yang
mengikuti sosialisasi
pelatihan dan seminar

2O orang 9 orang 4 orang 4 orang 100 4 orang 20,Oo*)

34 Penyelenggaraan Pameran
Investasi

Jumlah keikutsertaan
dalam pameran inYggtasi

20 kali 2 kali 4 kali 4 kali 100 4 kali 2O,OO*)

35
Penyusunan Dokumen
Pemetaan Potensi dan
Peluang Investasi

Jumlah buku pemetaan
potensi

4 dokumen l Dokumen 1 Dokumen 25,O0*)

36
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Penanaman
Modal

Jumlah dokumen
perencanaan Penanaman
modal

4 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25,O0*)

37 Pameran dan Fasilitasi
Keriasama Investasi

Jumlah keikutsertaan 8 kali 2kali 2kaJi 25,O0")

EX
Program PenlngEataa ltrltm
Investasl daa Reallsast
Investarl

feataglatnya ntlal
lnvestosl di BabuPa.tea 5% l% 8@/o 8(P/o 10()

38
Memfasilitasi dan Koordinasi
Kerjasama di Bidang
Investasi \,

Jumlah calon investor Yang
difasilitasi

2O calon investor 3 calon investor
4 calon
investor

100
4 calon
investor

' 20,oo*)

39 Pengembangan sistem
Informasi Penanaman Modal

Jumlah dokumen profil
investasi

5 dokumen 1 paket l dokumen l dokumen 100 1 dokumen 20,O0*)

4 calon
investor
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah/ Program
/Ke$atan

Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/ Kegiatan

(Output)

Target Kinerja
Capaian

Program Renstra
PD Tahun 2016

sld2O2L

Realisasi Target
Kine{a Hasil
Program dan

Keluaran Kegiatan
sld2016

Target & Realisasi Kinery'a Program dan
Keluaran Kegiatan Tahwn 207.7

ffahun lalu/n-2)
Target Program

dan Kegiatan
Renja PD
Tahun

Berjalan (Thn
2018)

Perkiraan Realisasi Capatan
Target Renstra

Program/ I(qiatan Renstra PD
s/d Thn 2Ol8 (fahun Berjalan)

Target Renja
PD Thn 2O17

Realisasi
Renja PD
T}:,n 2017

Tingkat
Realisasi (%)

Realisasi
Capaian

Tingkat
Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 1o=(e) t t=(1o/ a)

40 Pembinaan investasi bagi
dunia usaha

laporan hasil pembinaan
ke perusahaan yang
dilaksanakan,
sosiaiisasi/ pembinaan
penrsahaan yang

3 dokumen,3
kali

I dokumen, I
kali

I dokumeru 1

kali 33,33

4l Pengolahan Can
pengembangan sistem
informasi modal

Jumlah dokumen prolil
perusahaan 4 dokumen l dokumen 1 dokumen 25,OO

42

Peningkatan pengendalian
dan pengawasan
pelaksanaan penanaman
modal

640 kali 16O kali 160 kali 25,OO

x Progrem Meaglatoaatlkan
Penenganaa Pergaduaa

Prorontase penlngkatan
pelayranan perldnan tcr% L@/o t(yr6 l(P/o 100 loP/o 1()0

43
Pelaksanaan Penilaian
Indeks Kepuasan MasYarakat

Jumlah laporan
penanganan pengaduan
yang dikelola

l dokumen 1 paket 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 100

XI Program Pealngkataa
Pelayanan Ptrbllt

Ploaentaae penlngkataa tU{o lOo/o tvh l@/o 100 l@/o 100

44 Pengawasan dan
Pengendalian Teknis

Jumlah izirr y ang diproses
dan diterbitkan

40.OOO izin 7.369 izin 8.OOO izin 8.OOO izin
100

8.OOO izin 20,oo

45
Sosialisasi Standar
Operasional PelaYanan
Perizinan kePada AParatur
dan masyarakat

Jumlah sosialisasi Yang
dilaksanakan

165 kali 6 kali 33 kafi 33 kali 100 33 kali 20,oo

1

Jumlah pemantauan Yang
dilaksanakan dan
dokumen hasil
pengendalian dan
rEnarawasan
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No
Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah/ Program
/Ke$atan

Indikator Kineda Program
(Outcomes)/ Kegiatan

(Output)

Target Kineg'a
Capaian

Program Renstra
PD Tahun 2O16

sld2V2L

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan

Keluaran Kegiatan
s/d2OL6

Target & Realisasi Kineq'a Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2O17

(Tahun lalu/n-2\
Target Program

dan Kegiatan
Renja PD
Tahun

Berjalan (Thn
2018)

Perkiraan Realisasi Capatan
Target Renstra

Program/Kegiatan Renstra PD
s/d Thn 2018 0ahun Berialan)

Target Renja
PDThn2OLT

Realisasi
Renja PD
Thn 2OL7

Tingkat
Realisasi @)

Realisasi
Capaian

Tingkat
Capaian (o/o)

1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(e) 1 1=(10/ a)

46 Pen5rusunan Sistem
Informasi Berstandar ISO
9OO1:2OOB

Jumlah sertifikat standar
pelayanan perizinan yang
diperoleh
Jumlah sofhrare
pendukung pelayanan
perizinan secra online

1 sertiEkat 1 paket

1 sertiEkat

1 aplikasi

1 sertiEkat

1 aplikasi

loo-)

\1,



23

Dari tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diakumurasi
pencapaiannya, karena tidak dianggarkan lagi pada tahun berikutnya. Hal itu
disebabkan karena telah dilakukan perubahan terhadap nomenklatur program
dan kegiatan.

Berikut penjelasan terhadap program dan Kegiatan yang mengalami
perubahan atau yang tidak dianggarkan lagi pada tahun 20lg :

1 . Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan,
pada tahun 2ofi ndak dianggarkan, namun untuk mencukupi kebutuhan
pegawai yang berkompeten, maka kegiatan ini dianggarkan pada tahun
2018;

2. Keglatan penJrusunan laporan keuangan semesteran tidak dianggarkan
lagi, sesuai hasil verifikasi dari inspektorat;

3. Kegiatan pelaksanaan penga\Masan internal secara berkala, diubah
nomenklatumya. (semula : Pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan
Masyarakat);

4. Evaluasi sistem informasi pelayanan berstandar ISO, diubah
nomenklaturnya. (semula : Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO

9001:2008);

5. Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan pelayanan publik bidang
pembangunan dan kemasyarakatan, diubah nomenklatumya. Karena
pada tahun 2017, harrya ada 1 (satu) program untuk 2 (dua) bidang
pelayanan perizinan;

6. Kegiatan-kegiatal pada program peningkatan pelayanan publik bidang
perekonomian dan sosial budaya. Karena pada tahun 2017, hanya ada l
(satu) program untuk 2 (dua) bidang pelayanan perizinan;

7. Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan promosi dan kerjasama

investasi mengalami pengurangan jumlah kegiatan, kareia di dalam
program ini terdapat kegiatan yang bukan menjadi :tupoksi bidang
pengembangan dan promosi penanErman modal;

8. Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan iklim investasi dan realisasi

investasi dihapuskan, dan diubah nomenklaturnya;

9. Program mengintensilkan penanganan pengaduan masyarakat dihapuskan

untuk efisiensi program dan kegiatan;

10. Program peningkatan pelayanan publik, dihapus untuk elisiensi program

dan kegiatan;
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2.2 Arrallsls KlnerJa Pelayanan PeraagLat Daerah

a. Sumber Daya Manusla

Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas rPenanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 62 orang dengan

rincian sebagai berikut :

- PNS : 41 Orang

- Tenaga Kontrak : 21 Orang

menurut penggolongan pendidikan sebagai berikut:

- S3 : lOrang

- S2 : SOrang

- 51 : 28 Orang

- D3 : 3Orang

- SLTA : 20 Orang

- SLTP : 2Orang

Pejabat Struktural dan Fungsional:

- Pejabat Eselon II : 1 Orang

- Pejabat Eselon III : 6 Orang

- Pejabat Eselon IV : 15 Orang

- Staf PNS : 20 Orang

- Tenaga Kontrak : 21 Orang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

saat ini belum memiliki tenaga fungsional sehingga untuk kegiatan

yangmemerlukankajianteknismasihdilakukanolehTimTeloris.
KekuranganakanSumberDayaAparaturyangmemilikikemampuandi
bidang teloeis guna menunjang dan memberikan pelayanan secara

maksimal belum tercukupi sehingga sangat dibutuhkan sumberdaya

manusia melalui jalur pendidikan formal dan non formal'

Ditinjau dari jumlah laki-laki dan perempuan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu terdapat 36

oranglaki-leJ<idan3lperempuan.Dalammelaksanakankegiatan
promosi di luar wilayah hanya melibatkan 3 laki-laki dan 2 perempuan.

Hal tersebut dikarenakan tingginya biaya yang harus dikeluarkan dan

keterbatasananggaranyangtersediasehinggatidakdapatsecara
maksimaldilakukan.Sedangkankegiatanlainnya,terdapatsejumlah

staflaki.lakiyangmelakukankegiatansuweidilapangandanstaf
perempuan untuk mengerjakan urusan administrasi kantor' narnun

demikian terdapat pula beberapa staf perempuan yanf mehkukan
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kegiatan survey dilapangan sebagai tenaga yang memiliki kemampuan

di bidang teknis dan yang membantu sebagai tenaga administrasi.

b. KlnerJa Pelayanan Dlnar Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Plntu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpaclu Satu Pintu

melaksanakan kegiatan fasilitasi untuk pelayanan investasi kepada

calon investor dengan menyediakan data potensi unggulan dengan

harapan calon investor mengetahui peluang investasi yang tersedia dan

menindaklanjuti dengan berinvestasi di Kabupaten Malang. Untuk

menunjang investasi di wilayah kabupaten malang dengan melakukan

pelayanan administrasi perizinan sebanyak 42 jenis perizindn yaitu:

1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

2l Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3) Izin Perubahan Status Tanah Menjadi Tanah Kering (Alih Fungsi);

4l Izin Pendirian Bangunan di Atas Perairan Umum;

5) Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai GPISS);

6) Izin Trayek (IT);

7\ Izin Gangguan (HO);

8) Izin Lingkungan (IL);

9) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);

10) Izin lokasi Pengolahan Limbah B3 (ILPLB3);

11) Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi ke Tanah (IPLT-AT);

12) Izin Pengelolaan Limbah B3;

13) Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten (IPL-83);

L4\ Izrn Pemakaian Pesawat Uap (IPPU);

15) Izin Us$a Peternakan (IUP);

16) tzin Usaha Perluasan Usaha Petemakan (IPUP);

t7l lzin Usaha Penangkapan Ikan (IUPI);

18) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (IUBI);

19) Persetujuan Prinsip (PP);

20) Tanda Daftar Gudang (TDG);

21) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

221 lzrn Reklame (IR);

23) Iz:.r:. Penampungan Calon TKI (IPCT);

24) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (PIMTKA);

251 lzrn Pemotongan Hewan (IPH);
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26l, l^n Usaha Industri (IUI);

271 lztr: Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (IPPAP);

281 lzin l,embaga Latihan Keq'a Swasta (ILKS);

291 lzrn Juru Bor (IJB);

30) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IPPAT);

31) Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (IPBK);

321 l^rL Pendirian kmbaga Formal (IPLF);

33) Izin Pendirian kmbaga Sekolah Menengah (IPLSM);

34\ Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D (IORS);

35) Izin Mendirikan Klinik (IMK);

361 lzin Operasional Klinik (IOK);

37) lzin Pen5relenggaraan I*.boratorium Klinik (IPLK);

38) Surat Izin Toko Obat (SITOB);

39) Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D (IMRSK);

4Ol lzn Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

4l) Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

421 lzin Pelayanan Makam (IPM).

Upaya yang dilakukan dalam memenuhi tuntutan terhadap

pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel pada

masyarakat dilakukan dengan terobosan dan inovasi terutama

peningkatan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 'serta sarana

prasarana yang memadai dan berbasis pada teknologi iriformasi.

Program dan kegiatan yang menunjang tugas pokok sebagai

perangkat daerah pelayanan pada tahun anggaran 2017 sebanyak

7 (tujuh) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan sebagai berikut:

A.PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Frogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

5. Program Peningkatan Ik1im Investasi dan Realisasi Investasi.

6. Program Mengintensilkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

7. Program Peningkatan Pelayanan Publik.

B.KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu:

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.



1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik.

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor.

1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor.

1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-

Undangan.

1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman.

1.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.7 Pengadaan Peralatan Gedtrng Kantor.

2.2 PengadaanMebeleur.

2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.

2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

2.5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kiner;'a dan Keuangan,

3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kine{a dan Ikhtisar

Realisasi Kine{a SKPD.

3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

3.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

4. Program Peningkatan Promosi dan Ke{asama Investasi.

4.1 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.

4.2 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman

Modal.

4.3 Peningkatan Koordinasi dan Ke{asama r di Bidang

Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia

Usaha.

4.4 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

4.5 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan

Investasi.

4.6 Penyelenggaraan Pameran Investasi.

27
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Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

5.1 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

5.2 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.

Program Mengintensilkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

6.1 Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyafrkat

Program Peningkatan Pelayanan Publik

7.1 Pengawasan dan Pengendalian Teknis.

7.2 Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan kepada

Aparatur dan Masyarakat.

7.3 Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001:2008

Program dan kegiatan utama mencerminkan adanya upaya yang

selalu dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Fintu untuk meningkatkan pelayanan investasi dan menggali PAD

meskipun belum ditunjang secara maksimal oleh belanja langsung.

Belanja untuk kegiatan yang merujuk pada pelayanan investasi sebesar

4O,7o/o sedangkan kegiatan pelayanan penzinan pada pengawasan dan

pengendalian teknis sebesar 18,070 dari pagu anggaran, sedangkan

41,37o adalah untuk kegiatan penunjang, antara lain belanja Kegtatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terdapat hal khusus

yang menjadi perhatian dengan mengalokasikan sebesar 4,Oo/o dari

pagu anggaran untuk pengadaan sertilikat yang berstandar'

Penggunaan sertifikat yang berstandar sesuai arahan Badan Pemeriksa

Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk menghindarkan terjadinya

kecurangan-kecurang€ur dalam penerbitan izin.

Kegiatan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat

maupun aparatur akan pentingnya melakukan ijin tidak dapat

dilaksanakan secara maksimal karena ketersediaan anggaran yang

setelah PAK hanya untuk enam buah banner sehingga berpengaruh

terhadap pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh di wilayah

kabupaten.

Indikatcr Kinerja Utama pada tahun 2016, merupakan Indikator

Kinerja Kantor Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu. Pada tahun 2017, dilakukan perubahan IKU yang mengacu

pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

5

6

7
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Perkembangan investasi di Kabupaten Malang menunjukkan
kecenderungan (tren) cukup positif karena pada tahun 2017 nilai
investasi telah mencapai Rp 6.557,427.77L.O45,00 atau meningkat

sebesar Rp 72.740.612.300,00 atau sebesar l,tyo dart nilai investasi

tahun sebelumnya. Kenaikan itu juga diikuti dengan bertambahnya

tenaga ke{a menjadi sebanyak 26.192 orang.

Upaya-upaya untuk memberikan layanan perizinan yang

menunjang investasi dilakukan melalui program dan kegilrtan unggulan

Hal tersebut berdampak pada capaian target PAD melalui pungutan

retribusi. Guna menunjang pencapaian target retribusi dan kepuasan

masyarakat yang membutuhkan layanan perizinat maka melalui

kegiatan Sertifikasi ISO 90O1:2008 yang dilaksanakan setiap tahun

sebagai persyaratan SKPD yang memberikan layanan publik

berstandar. '
Sosialisasi yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk

menggugah kesadaran masyarakat agar melakukan izin dengan

mengurus sendiri. Layanan yang semakin baik dengan memberikan

kemudahan-kemudahan dalam mengurus perizinan dapat

meningkatkan jumlah pemohon ilin tanpa melalui pihak ketiga.

Untuk mengukur kepuasan layanan publik melalui indeks

kepuasan masyarakat, feedback yang diperoleh dari hasil pengisian

kuesioner yang disediakan merupakan koreksi dan tantangan agar

Iayanan publik menjadi seperli yang diharapkan.

Pencapaian kine{a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu tatrun sebelumnya sebagai perbandingan dengan

tahun sekarang dan rencana tahun mendatang melalui program dan

kegiatan serta capaiannya sebagaimana tabel berikut :
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Tabel2.2

Pencapaian KinerJa Pelii5zanan Dinas Penanaman ilodal Dan Pelairanan Terpadu satu Pintu

\

ProyetslReallsasf CaPatanTarget Reastra PD
Tahun

Tt..2.Cr20

Catatan
Analists

Th.Tt.7Th.Tt.18 Th.
IKK

201
sPu

I
IndlkatorNO

IadiLator XlaerJa Utama

90,9o/o
lOU/oPersentase PenYelesaian

22,50/o
Lo/oPersentase Peningkatan

investor
2.

300,85%
Lo/oJ Persentase Pertumbuhan

Nilai Investasi
89,93

a2Capaian nilai SKM4.

3U/o25o/o2OVo3tr/o25o/o2U/o

waktu

Persentase Peningkatan
pelayanan Perizinan Yang

5.

4o/o 4Vo4o/o4Vo4o/o4o/oPersentase Peningkatan
investor

6

4o/o 5o/o4o/oSVo4o/o4o/oPersentase Peningkatan Nilai
Investasi

7

Indikator Progran dan Xegtatan

IOU/o LA$/oLOCP/oIOCP/ot00{/oIOU/oIOCP/o1O0o/oPersentare lr€nenuhaaI
16000
buah

165OO buah14OOO buah1389O buah165@ buah16000 buah14OOO buah1389O buah
masuk dan surat keluar
Jumlah registrasi surat

12 bulan12 bulan12 bulan12 bulan12 bulan12 bulan12 bulan12 bulan2

telekomunikasi dan internet

Jumlah penYediaan listrilg
air minum/air bersih,

1.

1
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NO Indikator SPM IKK
Target Renatra PD

Tahua
Realisasi Capatan Proyeksl Catataa

Analists

Th.20L7 Th.2018
(61

Th. 2019
t7l

Th.2017 Th.2018 Th.2()19
(r 1l

Jumlah pejabat pengelola
administrasi keuangan

20 0B 36 0B 52 0B 52 0B 20 0B 36 0B 52 0B

4 Jumlah peralatan/bahan
kebersihan

L9 jenis 2O jenis 19 jenis 19 jenis 19 jenis 2O jenis 19 jenis 19 jenis

5 Jumlah barang cetakan Yang 19 jenis 19 jenis 19 jenis 19 jenis 19 jenis 19 jenis 19 jenis

6 Jumlah Alat Tulis Kantor 52 jenis 52 jenis 52 jenis 52 jenis 52 jenis 52 jenis 52 jenis 52 jenis

7 Jumlah penyediaan
komponen alat-alat listrik
dan elektronik

1O jenis lO jenis 1C jenis 1O jenis 1O jenis 1O jenis 10 jenis 1O jenis

Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-

disediakan

24 jenis 36 jenis 24 jenis 24 jerus 24 jenis 36 jenis 24 jenis 24 jenis

9 Jumlah makanan dan
minuman harian pegawai,
rapat dan tamu Yang
disediakan

350 HOK 350 HOK 8700 HOK a760 HOK 350 HOK 350 HOK 8700 HOK 8760 HOK

10 Jumlah pegawai memenuhi
penugasan dinas keluar
daerah

183 HOK 183 HOK 151 HOK 160 HOK 183 HOK 183 HOK 151 HOK 160 HOK

1t Jumlah pegawai memenuhi
penugasatt dinas dalam
daerah

183 HOK 183 HOK 2s2HOK 260 HOK 183 HOK 183 HOK 252HOK 260 HOK

u Pertontase pemenuhan
sarara dan Prasarana 1(X)o/o l(x)% I0ofl/o 1(XlYo 1(X)o/o 1(x,% 1(X)o/o LOo9o

1 Jumlah gedung kantor Yang
dipelihara rutin/berkala

I jenis 1 jenis 1 jenis l jenis 1 jenis l jenis l jenis 1 jenis

!k \

Th.2o.2(J
(81 tt2l t13l

3 52 0B

vang diadakan

19 jenis

vanB disediakan

8

Penunlang aparatur
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ProyekslReallsasi CalnlanTarget Ronstra PD
Tahua

Ceteta.n
Arallsts

Th.2019Th.7
IKI(

7

6PUIndlkatorNO

12 unit12 unit 12 unit12 unit12 unit12 unit12 unit12 unit2
empat dan roda dua Yang
Jumlah kendaraan roda

5 jenis 5 jenis5 jenis4 jenis5 jenis5 jenis5 jenis4 jenis3 Jumlah peralatan gedung
kantor yang diPelihara

7 jenis4 jenis10 jenis9 jenis7 jenis4 jenis10 jenis9 jenisJumlah peralatan.gedung4

l jenis1 jenisO jenisl jenisl jenisI jenisl jenisJumlah meubeler Yang5

1 unit1 unitJumlah gedung kantor Yang6

tO()9o l(xr%1(xl%lA(P/oProgram PenlngtatanIII
8O stel 8O stel8O stel80 stelPengadaan Pakaian Khusus

hari
rfi)% 100%1fi)%1q)961(x)%1(x)%Program PentngLatan

Ihpasttst Sumber DaYa
IV

2O orang 20 orang2O orang2O orang20 orang20 orangBimbingan Teknis
Implementasi Peraturan

lA(P/o l(Wol(x)%lCXlYo1(X)Yo1fl)o/otoct%1O@/o

v Pemeltaso dolmmen
PorCncatraanr laporan
Leuaagan darr ttlneda
Perangkat daerah Yaag

saLtu

9 buku 9 buku9 buku9 buku9 buku9 buku9 buku9 buku
1 Jumlah dokumen laPoran

kinerja (LKj / Profi I Kinerj a
PD/SurveY kePuasan

1

I
,
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NO IndlAator sPu II{N
Target Reartra PD

Tahua
Reallsasl Calnlalr Proyeksl Catatan

Arafitfr
T\,.20L7 Th.2018 Tt-.20t9 Tb.2o.2(J Th.2017 Th.2018 Th.2Or9 Th.2oi20

(31 t4l t5t (61 t7l (8) {91 (101 (1U 1r2l (131

2 Jumlah dokumen laPoran
semester I dan II

2 buku 2 buku

J Jumlah dokumen laPoran 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku

VI Peraentar€ LePatuhan
lavertor terhadaP
pCaturaa penradaagaa

modal

80% 8(P/o a@h 80% 8(P/o 8Oo/o

I laporan hasil pembinaan ke
perusahaan yang
dilaksanakan,
sosialisasi/ pembinaan
perusahaan yang
dilaksanaan-

l dokumen

l kali

l dokumen

1 kali

l dokumen

I kali

l dokumen

1 kali

l dokumen

l kali

l dokumen

1 kali

2 Jumlah dokumen Profil l dokumen 1 dokumen l dokumen l dokumen I dokumen l dokumen

J Jumlah pemantauan Yang
dilaksanakan dan dokumen
hasil pengendalian dan

160 kali,
l dokumen

160 kali,
l dokumen

160 kali,
I dokumen

16O kali,
I dokumen

160 kali,
l dokumen

16O kali,
I dokumen

VII Pcrleatase Penlngkatan 4o/o 4/o 4o/o lVo 4o/o *oYo 4Yo

1 Jumlah buku Pemetaan I dokumen ldokumen l dokumen l dokumen l dokumen l dokumen l dokumen l dokumen

o Jumlah dokumen
perencanaan dan
penanaman modal

l dokumen l dokumen l dokumen 1 dokumen l dokumen l dokumen l dokumen l dokumen

\t,

oerusahaan

lumlah lanrestor
lo/o
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NO Indlkator sPt[ IKK
Thrget Renstra PD

Tahua
Reallsarl Calnlan Proyeksi Catatsl

Aratldu
7\.2[tt7 Th. 2018 Th.2019 Th.2U20 Th.Ntz Th. 2018 Tb.2"oL9 Th.2oi20

(1t {4) (5) (6t tn t8t (et t10l (1lt t12t t13l

J
2 kaJl-

2 calon investor

2kaJi
2 calon
investor

2 kali
2 caTon
investor

2 kali
2 calorr
investor

2 kali
2 calon
investor

2kaJi
2 calon
investor

4 Jumlah temu usahayang 1 kali 1 kali

5 Jumlah pemantauan ke
perusahaan yang 160 kali 160 kali

6 Jumlah SDM yang mengikuti
sosialisasi, pelatihan,
seminar tentang pelayanan
investasi

8 orang

7 Jumlah dokumen pemetaan
potensi unggulan yang
disusun

l dokumen l dokumen

8 Jum;ah temu usaha yang
dilaksanakan

1 kali 1 kali

9 Jumlah pameran investasi 2kaJi 2 kali

vIu MeatlSLataYa nttal
lnverterl dl Iktupaten
Ualnrf

1* l%

I Jumlah calon investor yang 3 calon
investor

3 calon
investor

z Buku tentang realisasi
investasi

2OO buku 2OO buku

v Cahrpan Fnargaran
pengoduan mas5raratat
aecara lntenelfdaa
standorbad admlntstrasl
t elavaran

lOOP/o IOU/o

\g

t2t l3t

Jumlah calon investor yang
terfasilitasi dan
keikutsertaan dalam
DZUneran

8 orang
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ProyekslReell.asl CapaianTarget Rctstra PD
Tatua

.9 Th.Th.2(,18TD.20t7Th.Tt.7 2018
IKKSPMIndl&ator

1

NO

l dokumenl dokumenl dokumenl dokumenl dokumenI dokumenJumlah laporan survey

I sertifikat 1 sertifikat!. sertilikat1 sertifikat1 sertifikat1 sertilikatJumlah sertiftkat ISO Yang2

2@/o
20o/o

VII Persenta:e PoncaPdan
pela5raaea Peddnaa df
btrtaag lrcmbargunatr dar
kernaryaratatan lrarg tePat

l5OO izinl50O izin
1 tztfl

4 kali4 kaliJumlah sosialisasi Yang
L2OO izir:

l dokumen
l2OO'tzin

l dokumen3
1600 Din15OO izin16OO izin15OO izin

4 Jumlah Izin 310O izin3OOO izin31OO izin3OOO izin
Jumlah5 85O izin75O izin85O izin75O izin

6 lzin

g(F/o
30%

Perseatalo PoacaPalaa
pelayanan Perldaan dt
bldaag perekonomlalr da!
aosid buiaYa 5rang tePat
craktu

I/III

15OO izin150O izin
1 tzln

12 kali12kali2 Jumlah sosialisasi Yang
dilaksanakan 60O izin60O izin
J umlah izin Y ang ditetaPkan

SKRD
J

l30O izinL2OO izinl30O izin12@ izirr
Jumlah diterbitkan4 160O izin15OO izin16O0 izin15OO izin

5 lzinJ 1300 izinl20oizln1300 izinl2AO izin
6 Jumlah Izin diterbitkan

\

Catatall
ArraltstB

1

waktu

dilaksanakan
Jumlah izin 5rang ditetaPkan
oerhitunean/SKRD

\g
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ProyekslReallsast CaPatanTarget Renstra PD
Tahua

Th.2o.2C'

Catatan
[1atlqfu

2018Th.2()1Th.Th.Th.

SPM IKKIndlkatorNO

I
I

lffi/oL(XF/ov

lntentlf

Cakupan penalgana[
Pengaduan Eatysrakat

l dokumenl dokumenJumlah laporan Pengaduan

lo%to%Pe*entase PonfaglatanVI

SOOO izin
8OOO izinJ umlah izin y ang diProses

dan
1

2kali2 kaJiJumlah sosialisasi Yang2

SOOO izin
SOOO izin3 J umlah pelayanan Perizinan

\g

I

;

I



37

2.3 Isu-Iru Pentlng Penyelenggaraan Tugar Dan Fungsl Dlnas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu, Satu Plntu

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016

tentang Kedudukan Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mempunyai tugas antara lain :

a. melaksanakan urusalr pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah darr tugas pembantuan bidang penanaman modal;

b. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan

administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip

koordinasi integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan

kepastian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi

altara lain :

a) pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk

data tase serta analisis data untuk penyusunan program tegiatan;

b) perencanaan strategis pada Dinas;

c) penyelenggaraan ketatau sahaan Dinas;

d) pelaksanaan penyusunan program Dinas;

e) pelaksanaan penggalian potensi dan pengembangan penanaman

modal;

fl pelaksanaan promosi, fasilitasi dan kerjasama penanaman modal;

g) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanatnan modal;

h) penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

i) pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

j) pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan

k) pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dihadapi oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

- Masih perlu meningkatl<an data potensi unggulan daerah, sebagai basis

peta potensi wilayah Kabupaten Malang.

- Masih perlu meningkatkan komunikasi antara instansi pemerintah

dan dunia usaha,

- Masih perlu meningkatkan koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral

dengan dengan peralgkat daerah lainnya
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- Masih perlu meningkatkan kesadaran perusahaan PMA/PMDN yang

menyampaikan LKPM.

- Internal berupa kuantitas dan kualilikasi teknis Sumber Daya

Manusia yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

- Eksternal koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara intens

agar proses pelayanan perizinan sesuai dengan target.

Luasnya wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu anugerah

dan permasalahan dalam memberikan layanan investasi maupun layanan

publik yang memadai serta pemerataan di bidang pembangunan. Untuk

mengatasi kondisi tersebut diperlukan ketersediaan SDM yang

berkualitas dan dana sebagai penunjang pelaksa"naan kegiatan. Dengan

menggunakan perbandingan luas wilayah kecamatan dan masyarakat

yang dilayani akan sangat membantu untuk pelaksana tugas dilapangan

sehingga proses pelayanan tidak terhambat penyelesaiannya' Kecukupan

akan sarana dan prasarana juga diperlukan utamanya menjangkau

daerah - daerah pinggiran. Model jemput bola dengan pelayanan keliling

dapat dilaksanakan sebagai layanan prima. Begitu pula dengan Standar

Operasional Perizinan sebagai acuan dalam melaksanakan proses

perizinan. Dengan melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015

Tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati Kepada Camat (PATEN)

merupakan terobosan kemudahan pula bagr masyarakat untuk mengurus

izin di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan dalam perudangan

yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan pelayanan publik masih terdapat tantangan

yang dihadapi antara lain:

a. Adanya berbagai potensi investasi di Kabupaten Malang yang belum

dikembangkan; /
b. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelayanan' perizinan pada

masyarakat.

c. Terbatasnya sa.rana gudang penyimpanan untuk penataan arsip,

karena arsip izin merupakan arsip aktif yang setiap saat diperlukan'

Sedangkan untuk menghadapi tantangan masih ada peluang

untuk meningkatkan pelayanan antara lain:

a. Meningkatkan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan

informasi peluang investasi di Kabupaten Malang;
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b. Memberikan pelayanan (pelayanan investasi dan pelayanan perizinan)

dan pembinaan sehingga diharapkan tercipta iklim inyestasi yang

kondusif;

c. Memaksimalkan mobil pelayanan keliling untuk melayani masyarakat

yang mengajukan izin tertentu dan berdomisili jauh.

d. Mencukupi sarana penyimpanan arsip dengan menyediaka-n almari

arsip dan menyimpan sementara di ruang khusus arsip, selanjutnya

menyetorkan arsip diatas 5 tahun ke Badan Perpustakaan' Arsip &

Dokumen.

Isu-isu penting yang dilalsanakan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di era teknologi adalah dengan

melanjutkan program IT tentang pendaftaran izin secara on line melalui

webbsite: perizinan.malangkab.go.id bekerjasama dengan perangkat

daerah yang membidangi untuk membuka akses di daerah-daerah

terpencil yang memiliki potensi ekonomi. Isu penting lainnya adalah

pelayanan keliling yang rencananya akaxr dilakukan dengan

menggunakan goiek perizinan yakni pelayanan antar jemput perizinan di

kecamatan. Melakukan ke{asama dengan Penegak Perda Satpol PP untuk

menjaring obyek baru dan obyek pengembangan secara intens guna

meningkatkan pendapatan retribusi dan PAD.

Potensi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang belum

seluruhnya dapat te{aring. Begitu pula Sumber Daya Manusia pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sangat

terbatassehinggamenjadisalahsalahsatukendalauntukdapatmenggali
dan menjaring potensi, selain itu sarana prasarana dan anggaran yang

tersedia juga masih kurang mencukupi sehingga perlu untuk

dipertimbangkan kembali dimasa mendatang'

Perlunya komitmen sebagai penyelenggara layanan publik yaitu

peningkatan pelayanan publik dengan perbaikan pelayanan melalui

penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan

melakukan modernisasi dan memanfaatkan sistem teknologi' serta

melakukan pelayanan langsung dengan menggunakan mobil keliling'

Isu-lsu pentlng Perangkat Daerah yang perlu untuk dltlndaklanJutl'

Dengan memperhatikan isu-isu yang berkembang di lingkungan

perangkat daerah bermanfaat untuk memperbaiki pelayanan terhadap

masyarakat yang sangat mengharapkan dapat terwujudriya pelayanan

primasepertiyangdicana.rrgkanolehpemerintah.oleh.sebabituperlu
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untuk menindaklanjuti setiap isu yang berkembang dan mengarah pada

perbaikan kualitas layanan.

Adapun isu -isu yang perlu untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:
1. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai

sesuai yang diharapkan untuk menunjang invester masuk ke

Kabupaten Malang.

2. Belur.r tersedianya kawasan Industri di Kabupaten Malang yang bisa

menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Malang.

3. Belum adanya kebijakan insentif dibidang penanErman modal yang

menjadi daya tarik investor.

4. Adanya pelayanan perijinan daerah yang masih mamakag waktu lama

dan tidak memiliki standar pelayanan minimal yqng menyangkut

biaya, waktu dan mekanismenya dan adanya Retribusi Daerah yang

memberatkan Pengusaha.

5. Perlu tercipta pola kegiatan pelayanan investasi dan pelayanan

perizinan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.

6. Melanjutkan Pendaftaran izin secara on line dengan memperluas akses

jaringan melalui ke{asama perangkat daerah.

7. Meningkatkan pelayanan keliling.

2.4 Revlew terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana Program dan Kegiatan Tatrun 2019 disusun berdasarkan

isu strategis serta hasil evaluasi kinerja tahun yang lalu dan penting

untuk ditindaklanjuti. Sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dimana merupakan tahun transisi

dan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan

mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah yang juga disusun

berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis

dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian

Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Penrusunan RKPD Tahun 2OLg disesuaikan dengan RPJPD

Kabupaten Malang Tahun 2OO5-2O25 dan RPJMD Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan

melalui Musrenbang yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD)

kedalam kegiatan prioritas.
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat beberapa kegiatan yang

mengalami perubahan, antara lain :

1. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran pada tahun 2019

tidak dianggarkan (sesuai dengan hasil verifikasi Inspektorat);

2. Penambahan program peningkatan disiplin aparatur dan kegiatan

pengadaan pakaiarl khusus hari-hari tertentu. Penambahan ini

dimaksudkan untuk pengadaan pakaian batik dinas;

3, Perubahan nomenklatur kegiatan pada pelayanan perizinan bidang

pembangunan & kemasyarakatan dan pelayanan perizinan bidang

perekonomian & sosial budaya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi

perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Ke{a Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sehingga' program dan kegiatan yang akan dilakganakan pada

tahun 2019 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RI(PD Tahun 2OL9

Kabupaten Malang

Hastt Aaaltsis Kebutuhan
Rsrcengar Awal RXPD

Kobutuhan

Dana

(Rp.ooo)

Catataa Penttng
Tergot

Capatan
Iadlkator KlnerJaLokagl

Program/

Kegtatan

Pagu

Indltatlf
{Rp.{xx[

Taryot

Capatan
Indlkator lltaerJaLoAaslPrograrn/Kegtetsn

NO

(1 lr'2l(10)(et(81(71(6)(st(4)(3t(u
1.507.9451(x)%Persentsse

Pernonuharr
Operaslonal

I(ab UalangEogram PelaYaaaa
Adolnlrtrast
Porlaltoran

1(x)%Perseataro
Pemenuhan
Oprarloml

l{a$ ffialqngPrograa PelaYanaa
Admtnbtrarl
Pcrkaatoran

I

94.59L16.O0O buahJumlah registrasi
surat masuk dan

KabPerryediaan Jasa
surat menJrurat

14.25,O
buah

3.600

keluar

Jumlah registrasi
surat masuk dan

Penyediaan Jasa
surat menJrurat

I

12 bulan 62.808Jumlah
penyediaan
listrik, air
miaum/air
bersih,
telekomunikasi
dan internet

KabPenyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik

118.44012 bulanJumlah
penyediaan listrik"
air minum/air
bersih,
telekomunikasi
dan internet
(bulan)

Kab Malang
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik

o

52 0B 553.863Jumlah pejabat
pengelola
administrasi

MalangPenyediaan Jasa
Administrasi
keuangan

376.56036 0BJumlah pejabat
pengelola
administrasi

Kab
Penyediaan Jasa
Administrasi
keuangan

6.62s19 jenisJumlah
peralatan/bahan
kebersihan yang

MalangPerryediaan Jasa
kebersihan Kantor

20 jenis 72.290Jumlah
peralatan/bahan
kebersihan yang

Malang
Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor

4

\t,

I

1.198.19()
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Hastl Anallsts Kebutuhan
Rsrcangatr Awal RIIFD

Catataa

Peatlag
Kebuhrhan

Daaa

(Rp.oool

Target

Capatan
Indlkator KlaerJaLoha^ri

Ptogram/

Keglatan

Pagu

Indlkatlf

{Rp.{toof

Targot

Capalan
hdltator XtaerJaLokaslProgram/Keglataa

NO

(ru t2l(10)(ett1(61(51(3)(u t2t
277.9L419 jenisJumlah barang

cetakan yang
disediakan (ienis)

KabPenyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

L2A.94019 jenisJumlah barang
cetakan yang
disediakan fienis)

Malang
5 Penyediaan Barang

Cetakan dan
Penggandaan

LA4.79L52 jenisJumlah AlatTulis
Kantor yang

KabPenyediaan Alat
Tulis kantor

207.47052 jenisJumlah AlatTulis
IGntor yang

Kab Malang
Penyediaan Alat Tulis
kantor

6

1O jenis 20.L79Jumlah
penyediaan
komponen alat-
alat listrik darr

Malang
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

6.49010 jenisJumlah
penyediaan
komponen alat-
alat listrik dan

Kab Malang
Penyediaan komPonen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

7

24 jenis 1.378Jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang

KabPenyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan

3.78024 jenisJumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang

Kab
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

8

132.8058700 HOK

disediakan

Jumlah makanan
dan minuman
harian, pegawai,
rapat dan tamu

Malang
Penyediaan
makanan dan
trunuman

32.300350 HOKJumlah makanan
dan minuman
harian, pegawai,
rapat dan tamu

Kab
Penyediaan makanan
dan minuman

9

151 HOK 183.001Jumlah pegawai
memenuhi
penugasan dinas
keluar daerah

Luar Kab
Malang

Rapat-raPat
kordinasi dan
konsultasi keluar
daerah

146.760183 HOKJumlah pqawai
memenuhi
penugasan dinas
keluar daerah

Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi keluar
daerah

Luar Kab
Malang

10

\
rk

I

I

I
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HasU Analtsts KebutuhanRracangan Awal RXPD

Target

c8psf.!

I(obutuhaa

Ilale
(Rp.{toof

Catatarr

Pentlng
Ildlkator ISnerJaLOtrari

Prograa/
Ilegtatan

Pag!

Irdltatlf
(Rp.(xxrl

Targot

Capatan
Indlkator KtncrJaLokaslProgran/Keglatan

(10) (r2t(1U(8tt4(51 (6t(41(3)(U
2s2HOK 49.990Jumlah pegawai

memenuhi
penugasan dinas
dalam daerah

KabRapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi dalam
daerah

1o1.560183 HOKJumlah pegawai
memenuhi
penugasan dinas
dalam daerah

11 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi dalam
daerah

1(x)% 292.429Porsentaso
pcrnoauhan
rarana dan
IEalarana
ponunJaag

Kab MalangPrqgran
Pcatogf,atal
aantra dar
Fruarara alnrahrr

188.19()1(X)o/oPeEGntare
pcrneauhaa
sareaa dan
Prararara
penunJang

MalangII Progron
Penlnikatan
daa prerarata
aPeratur

aarana

L66.5371 UnitJumlah gedung
kantor yang
dipelihara
rutin/berkala

Kab MalangPemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor

I Unit 52.500Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
rutin/berkala

Kab MalangI Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

12 unit 43.454Jumlah
kendaraan roda
empat dan
kendaraan roda
duayang
dipeelihara

Kab MalangPemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

12 unit 97.770Jumlah
kendaraan roda
empat dan
kendaraan roda
dua yang
dipeelihara

KabPemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

2

5 jenis 16.855Jumlah peralatan
gedung kantor
yang dipelihara
rutin/berkala

KabPemeliharaan
Rutin/berkala
peralatan gedung
kantor

23.2604 jenisJumlah peralatan
gedung kantor
yang dipelihara
rutin/berkala

Kab
J Pemeliharaan

Rutin/berkala
peralatan gedung
kantor

4 jenis 50.448

diadakan

Jumlah peralatan
gedung kantor

Kab $alang

\.

Pengadaan
Peralatan Cedung
Kantor

14.6607 jenisJumlah peralatanMalang
4 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

NO

I

I

I

i

I

I

I
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Hastl Analists KebutuhanRalcargar APaI RIIPD

Kebuhrhar

Dala
(Rp.{xxlf

Catatar

PentInE
Iadltator KfurerJa

Iaryet
C.tsfanLokad

Program/

Kogiata!

Pagu

Iadtkatlf
(Rp.oool

IndlAator l$trerJaLokasl
ilo

Program/Kqtatan

lt2l(ro) Utn(5) (61(41(3)

1 Jenis 15.135
diadakan

Jumlah meubelerKabPengadaan
meubeler

1 Jenis 15.715Jumlah meubeler
yang diadakan

Kab MalangPengadaan meubeler5

8.O25Pcrtoataro
Dotumon
PcrGncaraa!,
Lapomn
Louaagan dan
HlrcrJa Perangkat
deorah Szarg

salrtu

1(x)96Program
penfngkataa
Peagembangan
rLtoo PolaPoran
Capalan BtaorJa
dal Kouangaa

8.O251fiP,6P€mcStarc
Dolmoon
Pcroncuana,
Laporea
keunagnrr datr
HrcdaPcaogkat
daerah 5rug

Kab MalangIII Program
pentagkatan
Poagembangaa
rlrtem Pelaporaa
Capdaa lltaorJa dan
Kcuangan

5 Buku

2 buku

6.448Jumlah dokumen
sakip (buku)

Jumlah dokumen
renja (buku)

Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD

10.5251 Buku

1 buku

Jumlah dokumen
sakip (buku)

Jumlah dokumen
renja puku)

Kab
1 Penyusunan laPoran

capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

Sesuai analisis
kebutuhan

il

Jumlah dokumen
laporan keuangan
semester I dan

MalangPenyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran

2 buku 2.690

I

Jumlah dokumen
laporan keuangan
semester I dan

MalangPenyusunan laPoran
Keuangan Semesteran

2

3 buku t.577

tahun

Jumlah laporan
keuangan akhir

Kab

Akhir

Penyusunan
Laporan keuangan

3 buku 2.sooJumlah laporan
keuangan akhir

Kab MalangPenyusunan laPoran
keuangan Akhir
Tahun

J

l00o/o 189.75sPer!errtsse
Ponlngkataa
Krpatttsr
Pegawat dt
P6rqngt at Daerah

Kabnograrn
pontnglrata,r
Aaparttas Sumber
Daya Aparatu

25.(x)o

\k

I oraagPeEco,tetc
psahglFtan
XaF.lt t
PegBral tlt
PerangEat Daerah

Kab MalangIV Program
pentagfatan
kapasttas Sunber
Daya Apatatur

Target

Capalaa

Kab Malang
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Hasil Analiats Kebutuhal
Rancangan Awal RIiPD

Catatatr

PenttagTarget

Capalaa

Kebutuha,a

Darra

(Rp.ooof
Iadlkator l{tnerJaLokasl

Program/

I(qt taa
lbrget

Capotan

Pagu

lrdthtlf
(Rp.{xnl

Iadl&ator KlnerJaLoLsslPrograrn/Kegtataa
NO

(121(rrl(et(8)(4)(U t2t
189.7552O orangJumlah pegawai

yang mengikuti
BimbinganTeknis
implementasi
peraturan
perundang-

Malang,
Jakarta

Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan

25.OOO8 orangJumlah pegawai
yang mengikuti
Bimbingan Teknis
implementasi
peraturan
perundang-

Surabaya,
Malang, Jakarta1 Bimbingan teknis

implementasi
peraturan Perundang-
undangan

Sesuai analisis
kebutuhan

100% 32.1(,3Persentase
penunjang kerja

KabProgramPersentase
penunjang kerja

Malang
Program
Peatngkatan DtrlPlla

v

Sesuai analisis
kebutuhan

16O stel 32.103Jumlah
penyediaan
pakaian

KabPengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
tertentu

batik

Jumlah
penyediaan
pa&aian

Kab MalangPakaian
Hari-hari

Pengadaan
Khusus
tertentu

1

80% 391.O33Pc6cntatc
tepetuhal
lnvertor terhadaP
Posahrmrl
Pornad'ngen
Ponen.na!
modd

hogran
Pengeaddtaa
Poagawasaa
Irvottatl

daa
807o 388.93()Pancntare

kepetuhan
lnvcstor terhadaP
potetural
PGr[rdqngan
lrsoalFnan

Kab
Progran
Pengeadallan
Peagawasan
Iavestasl

dan
VI

1L2.693l dokumenLaporan hasil
pembinaan ke
perusahaan yang

MalangPembinaan Investasi
bagi dunia usaha

107.380
dokumen

Laporan hasil
pembinaan ke
perusahaan yang

1 Pembinaan Investasi
bagi dunia usaha

L64.373l dokumenJumlah dokumen
prolil perusahaan

Kab Malang

modal

Pengolahan dan
pengembangan
sistem informasi

13a.8001

dokumen
Jumlah dokumen
profil perusahaan

Malang
2

modal

Pengolahan dan
pengembangan sistem
informasi Penanaman

Lt3.967160 kaliJumlah
pemantauan yang

Kab

modal

Pengendalian dan
Pengawasan

t42.750160 kaliJumlah
yang

Kab Malang
'rk3

modal
Pengawasan
Pengendalian dan \

1
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Hasll Anallsls Kebutuial
Ralcangaa Awal RI{PD

Kebutnh,an

Irara

(Rp.{xxlf

Catatan

PeattagTarget

Capaiaa
Iadltatc KlaettaLokasi

Prograa/
Kegfat tr

Pagu

Indlkattf
(Rp.o{x))

Targct

capalaa
Iodikator XfnerJaLokaslPrograo/Kegiatan

NO

lt2l(rol(el(8)(6t(sl(4t(3)(1)
L2A2.60/52o/o

Jumlah lnvoctc

Perrontaro
pentrgletan

Kab

daa

Prograa
Pealngkataa
Promosl
KerJarane

6A4.zao1%Persentare
Penlnglra6o
Jumlah lnvestor

Prograrn
Pealngkataa
Promosl dan
KorJarama Invesi:asl

VII

r75.881l dokumenJumlah buku
pemetaan potensi

MalangPenyusunan
Dokumen Pemetaan
Potensi dan Peluang
Investasi

236.180I
dokumen

Jumlah buku
pemetaan Potensi

Penyusunan
Dokumen Pemetaan
Potensi dan Peluang

l dokumen L34.474Jumlah dokumen
perencanaan
penanaman modal

Malang

Modd

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

76.8701

dokumen
Jumlah dokumen
perencanaan
penanaman modal

Modal

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

2

972.2502 kaliJumlah
keikutsertaan
dalam pameran

Luar Negeri
Penyelenggaraan
pameran dan
fasilitasi kerjasama

37L.2302 l<ahJumlah
keikutsertaan
da.lam pameran
investasi

Penyelenggaraan
pameran dan fasilitasi
kerjasama investasi

J

l0Oo/o 6,0.194

Perangaaa!
petrgaduar
mas5raralat
aecara lnteldf
dan ctatdsdEsst
admatstrarl
pela5ranan

CakupanMalangPrograo
perrfagkataa
dstem petrgasera!
lnteraal del
rtaadarlsstl
admlnlrtrasl
pelayalan
perlzlnaa

10s.ooo1(x)%Cakupaa
Faalrgtrnar
pongaduan
mar5rara&et
recaaa lntenslf
dan etaadarlsasl
adrnntstrasl
pelayanaa

vlu Program
pentnglrataa slsteo
Irongswasal laternd
ilan rtandarLad
admlnlrtrasl
pelayanaa Portdtraa

l dokumen t4.332Jumlah laporan
pengaduan
masyarakatyang
dikelola

KabPelaksanaan
Pengawasan
Internal secara
berkala

25.0001

dokumen

dikelola

Jumlah laPoran
pengaduan
masyarakat Yang

Pelaksanaan
Pengawasan Internal
secara berkala

1

\g

t
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Hasll Analisls Kebufirhan
Rancangaa Awal RI{PD

tkbutuhal
Dala

(Rp.qxrl

Catataa

PeaUogTarget

Capalaa
Lokasl Indlkator ISnerJaPrograa/

Kegiataa
Targst

CrFfan

Pagu

Iadltattf
(Bp.{xxlf

Indlkator KinerJaLokasl
NO

Prograo/Kegtatan

ltzl(ro) ru(et
(3t(u

1 Sertifikat 45.u62Jumlah sertifikat
ISO yang

Kab Malang

ISO

Evaluasi sistem
informasi pelayanan

80.oooI
Sertifrkat

Jumlah sertilikat
ISO

Malang

ISO

Evaluasi sistem
informasi pelayanan

2O9o 326.649Porrentarc
pencapalea
pelayanel
peddoal dl
bldong
peobaoguaan
dal
&emaryetefietaa

waku

Kab MalangProgram
Ponlngkatra
Pelayraaaa hbtlk
Btdang
Pembanguaan dan
Keaalyarat tea

250.9L72WoPerseatase
pencapalan
pelayaaan

pembangutran

tomas5rarakataa

rtlperldaaa
blde.g

daa

MalangIX

106.9r3 Sesuai analisis
kebutuhan

15OO izinJumlah izimyang
diterbitkan

MaIangPeningkatan
pelayanan perizinart
penataan ruang

to7.23015OO izinJumlah izinyartg
diverifikasi

Kab MalangPelayanan verjfikasi
perizinan bidang
pembangunan dan

L32.fit Sesuai analisis
kebutuhan

3OOO izinJumlah izinyang
diterbitkan

Kab MalangPeningkatan
pelayanan perizinan
pembangunan

4 kali 98.234Jumlah sosialisasi
yang dilaksanakan

MaIang
2 Sosialisasi dan

Informasi perizinan
bidang pembarrgunan

Sesuai analisis
kebutuhan

75O izin 87.r75Jumlah izinyang
diterbitkan

KabPeningkatan
pelayalan perizinan
perlindungan
pengelolaan
lingkungan hidup

45.4491200
izin, I

dokumen

Jumlah'rzinyang
ditetapkan
perhitunganna/SK
RD, jumlah
pengaduan yang
diselesaikan

MalangPelayanan perizinan
perhitungan
penetapan dan
penerbitan izin bidang
pembangunan dan

3

\

PrograE
Peafrytatar
Pole5raaan Pub[k
Blde-g
Pcabaoguaaa dan
l(cmaryara&ataa

1
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Hasll Anallsls KebutuhanRatrcangaa Awal RHPD

Kebutuhan

Dana

(Rp.{xnf

Catatan

PeatlrlgTarget

Capatan
Lokasl Indl&ator lihcrJaPrcgrafi.l

IGglatatr
Taget

Capataa

PagE

Iadllatlf
(Rp.o{xll

Indlkator KlnedaLokasl
NO

Prograo/Kegtatan

llzl(101(el(81(6t tn{4t

4o9.2623O0/6Kab Perscrrtaro
peacapatan
pela5ranan
peddlaa dt
blde-g
perekoaoalan
dan co.ld
Budaya yang

waklu

Eogno
pedngtatan
pelayanan publtt
bfdaag
perekonornlaa dan
soslal budaya

3(,% so1.850Persentase
poacapalan
pelayarraa

petetronoalan
da,o soslal
Budaya yaag

dtpertztlan
bldr-g

waku

Kab Malangx Eogran
pSnlngfrefg[
polayanaa publlk
bldong
lnrotronomlan darr
rodd budaYa

l2OO izin 124.355 Sesuai analisis
kebutuhan

Jumlah izin yang
diterbitkan

Pelayanan perizinan
pendidikan dan.
kesehatan

15OO izin 183.970Jumlah izin yang
diverifikasi

1

sosial

Pelayanan verifikasi
perizinan bidang
perekonomian dan

161.056 Sesuai analisis
kebutuhan

Jumlah izinyang
diterbitkan

15OO izinI(ab Malang

dan

Sosilisasi Standar
operasional
Pelayanan perizinan
kepada aparatur

12kaJi 259.990Jumlah sosialisasi
yang dilaksanakan

Kab Malango Sosialisasi dan
Informasi perizinan
bidang perekonomian
dan sosial budaYa

Sesuai analisis
kebutuhan

l2OO izin 123.851Malang Jumlah izinyang
diterbitkan

Pemetaan potensi
sektor perizinan
bidang
perekonomian dan
soial budaya

57.89060O izin,
1

dokumen

Jumlah izin yang
ditetapkan
perhitunganna/SK
RD, jumlah
pengaduan yang

KabPelayanan perizinan
perhitungan
penetapan dan
penerbitan izin bidang
perekonomian dan
sosial

3

4.50().fix,JUMLAH3.358.072JUULAH

\t,
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2.4 Penelaahan ululan program dan koglatan masyarakat.

Penjaringan aspirasi masyarakat mela-lui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Talrunan yang diawali dari

tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten berfungsi sebagai

forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan kesepakatan

stakelolder mengenai rancangan RKPD dengan menitikberatkan pada

sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, prograrn dan kegiatan SKPD serta

kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan

Kabupaten Malang.

Layanan perizinan investasi dan layanan perizinan berfungsi untuk

menertibkan semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat agar

melakukan izin sesuai dengan peraturan perudangan yang berlaku dan

agar mendapatkan perlindungan secara hukum. Manfaat dari memiliki

izin adalah dalam mengembangkan usaha/kegiatannya dapat memperoleh

bantuaa dari pemerintah berupa pelatihan, bantuan dana, promosi dan

pemasaran hasil produksi. Program dan Kegiatan yang diajukan dalam

Musrenbang setiap tahun belum berorientasi pada kebutuhan

masyarakat, narnun demikian semua program dan kegiatan yang dimiliki

mendukung kegiatan rnasyaralat dalam bentuk layanan investasi dan

layanan perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Namun berdasarkan hasil usulan dan program dari masyarakat,

tidak ada program dan kegiatan yang ditqjukan kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.
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Tabel2.4

PTNII,AAIIAI{ USULAN PROGRAil DAN KTGIATAIT MASYARAKAT TAHUN 2OT9

No. Program/Keglatan Lokasl Indikator KinerJa Volume Catatan

NIHIL

\g

I

I

I

I

j



BAB UI
TUJUAN DAN SASARAIT PERAI{GI{AT DAIRAII

3.1 Telaah Terhadap KebiJakan l[aslonal
Pelayanan Publik telah menjadi isu yang mengglobal di seluruh

Wilayah Indonesia. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang

penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan mengedepankan pada prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dan memberikan

kewenangan ya.ng luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah

secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturair, pembagian,

dan pemanfaatan sumber daya nasional. Selain itu juga berpedoman

pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sesuai amanah dari UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik yang merupakan tindak lanjut dari tBpl4nNpell
No.63 / KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang Pelayanan Publik yang dilaksanakan

oteh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan

perundangan, maka Pemerintah Daerah menyambut baik sebagai

Penyelenggara Pelayanan Publik.

Perhatian Pemerintah terhadap pelayanan Publik semakin nyata

dengan dicanangkannya Tahun Peningkatan Pelayanan Publik pada 2004

yakni pelayanan terbaik oleh pemerintah yang memuaskan harapan

pelanggan dengan mengutamakan prinsip-prinstp mengutamakan

pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan

berkelanj utan dan memberdayakan pelalggan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah

Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang

mempunyai kedudukan, tangungjawab dan kewajiban yang sama dengan

perangkat daerah lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi

petayanan publik. Hal tersebut tercermin dalam melaksanakan public

seruice selalu mengacu pada standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah.
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3.2 TuJuan Dan Sasaran RenJa Dlnas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Plntu

TuJuan

Perencanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan dari
tahun pertama hingga tahun kelima merupakan rangkaian program

kegiatan yang telah ditetapkan da-lam Rencana Strategis perangkat

daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan merupakan
implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengacu pada RKPD

Kabupaten Malang.

Rencana Ke{a Tahunan akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun kedepan dalam rangka mewujudkan misi dan menetapkan tujuan-
tujuan:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat;

2, Meningkatlan pertumbuhan investasi.

Dengan indikator tujuan adalah :

a. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu;

b. Persentase peningkatan nilai investasi

Sasaran

Sasaran . organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan

bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa

tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan

atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Sasaran diharapkan

akan memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara

spesifik, terinci, terukur dan tercapai.

Atas dasar arfi dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta

mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka tsasaran yang

akan dicapai sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;

b. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi.

Indikator sasarannya adalah :

- Persentase peningkatan pelayanan perizinan yang tepat waktu;

- Persentase peningkatan jumlah investor;

- Persentase peningkatan nilai investasi.

3.3 Program Dan Keglatan

Program Kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk
mengimplementasikan kebij akan organisasi dan penjabaran secara rinci
langkah-langkah yang diambil dan dirumuskan dalam bentuk kegiatan.
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Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu
Pintu mempunyai 10 (Sepuluh) Program, 34 (Tiga puluh Empat) Kegiatan
sebagai berikut:
A. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian

Kineq'a dan Keuangan;
4. Progran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
6, Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi;
7. Frogram Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi
Administrasi Pelayanan;

9. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan
Kemasyarakatan;

10. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan
Sosial Budaya.

B. Keglatan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrsi Keuangan;

4, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

6. Penyediaan AIat Tulis Kantor;

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah;

11. Rapat-Raprtt Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah;

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
1 3. Pemeliharaaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

16. Pengadaan Meubeler;

17. Penyusunan Laporan Capaian Kineq'a dan Ikhtisar Realisasi;

18. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun; t
19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;

20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;

21. Pembinaan Investasi Bagi Dunia Usaha;



22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.
oo

30.

31.
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Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi penanaman Modal;
Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.
Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi;
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal;
Penyelenggaraan pameran dan Fasilitasi Kerjasama Investasi;
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (IKM);

Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Bersta.ndar ISO;

Peningkatan Pelayanan Perizinan Penataan Ruang;
Peningkatan Pelayanan Perizinan Pembangunan;
Peningkatan Pelayanal Perizinan Perlindungan Pengelol,aan

Lingkungan Hidup;
Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan; '
Pelayanan Perizinar: Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
Pelayanan Per:z;inan Ketenagakerjaan dan Jasa;

32.

' 33.

34.

Faktor-faktor yang menjadi perlimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan mengacu pada pencapaian visi, misi Kepala daerah
terpilih MADEP MANTEP MANETEP serta memperhatikan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah sebagai pelayanan publik.
Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu merupakan program kegiatan yang memiliki tujuan
untuk peningkatan investasi dengan memberikan pelayanan perizinan
yang memadai. Beberapa prograrn dan kegiatan sebagian dilaksanakan di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusus
untuk pelayanan administrasi dan sebagian dilaksanakan di beberapa
wilayah kabupaten Malang untuk kegiatan pengembangan potensi

unggularr, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal,
peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal

dengan instansi pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksana:rn penanaman

modal, memfasilitasi dan koordinasi kedasama di bidang investasi,
pengembangan sistem informasi penanaman modal, pengawasan dErn

pengendaliarr teknis dan sosialisasi.

Isu tentang gender mewarnai penyusunan anggaran yang

dimanfar.tkan oleh laki-laki dan perempuan yang membutuhkan layanan

publik. Kecenderungan mengurus izin dilakukan oleh laki-laki dan

perempuan menguasakan pengurusan izinnya pada Laki-laki, meski izin

kegiatan untuk usaha atau perusahaan adalah milik perempuan namun

pengurusan ijinnya diserahkan pada laki-laki. Standar operasional

pelayanan peizinart yang diterapkan tidak membedakan antara lakilaki
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dan perempuan sehingga diharapkan perempuan dapat mengurus sendiri
keperluan izinnya.

Dari 10 (sepuluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) program dan 2 (dua)

kegiatan yang responsif gendei, yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan
Kemasyarakatan dengan kegiatan Pelayanan perizinan Penataan

Ruang;

2. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi dengan kegiatan

Pembinaan Investasi Bagi Dunia Usaha.

Adapun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada pada tabel 3.1 sebagai
berikut:
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Tabel 3.1

RITMUSAN RENCAITA PROQRAM DAry KEIGIATAN TAIIITI 2Ot9 DAN PERI$RAAN MA.IU TAHUN 2O2O

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABIIPATEN MALAITG

Kode
Urusaa/Bldarg Ururan
Pemerlntahan Daerat/

Program/Kogtatan

Indlkator KlnerJa
Program/Kegiatan

Reocara Tahua 2019
Catata!
Peattng

Praklraan UaJu Rencana
Tahua 202O

Lokasl
Target

Capafal
Klaerja

Pagu Indlkattf Slumber
Dana

Target
Capalaa
KiaerJa

Pagu lndllatlf

2.12.2.L2.L.OL kograa Pelayaaaa
Admlnlctrasl Perkantoraa

Persentage Pemeauhan
OIFraElonal
Perkantoran

Kab. l.{alang 1(x)% 1.507.945.(x)O DAU 1fi)%

2.t2,2.12.L.Ol.OL Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah registrasi surat
masuk dan surat keluar

Kab. Malang 16.OOO buah 94.591.OOO DAU 16.500

2.L2.2.r2.1.O1.o2 Penyediaan Jasa
Komunikasi sumber Daya
air dan Listrik

Jumlah penyediaan
listrik, air minum/air
bersih, telekomunikasi
dan internet

I(ab. Malang 12 bulan 62.808.OOO
DAU

12 bulan 109.560.000

2.L2.2.L2.L.OL.O7 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

Kab. Malang 52o8 553.863.OOO DAU 52 0B 966.136.000

2.t2.2.L2.L.Ol.Oa Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor

Jumlah peralatan/bahan
kebersihan Yang
diadakan

Kab. Malang 19 Jenis 6.625.OOO DAU 19 Jenis 11.557.0OO

2.12.2.L2.1.OL.tO Penyediaan Alat Tulis
Kantor.

Jumlah Alat Tulis Kantor
yang disediakan fienis)

Ihb. Malang 52 Jenis 184.791.OOO DAU 52 jenis 322.342.AOO

2.L2.2.l2.l.Or.lL Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan.

Jumlah barang cetakan
yang disediakan fienis)

IGb. Malang 19 Jenis 2t7.914.300 DAU 19 jenis 380-120.OOO

2.L2.2.t2.1.OL.12 Penyediaan Komponen
instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor.

Jumlah penyediaan
komponen alat-alat listrik
dan elektronik fienis)

Ikb. Malang lO Jenis 20.t79.OOO DAU 10 jenis 35.200.OOO

2.12.2.L2.1.O1.15 Penyedian Bahan Bacaart
dan Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah bahan bacaan
dan peraturan

!,Pemndang-undangan
vane disediakan (ienis)

Kab. Malang 24 eksemplar 1.378.OOO DAU 24 eksemplar 2.400.ooo

I
!

i

I

I

I

2.63().395.OOO

165.O00.OOO

Jumlah pejabat pengelola
administrasi keuangan
(oBl
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Kode
Urusal/Bldarg Uruaal
Pemerintahan Daerah/

Program/Kegtatan

Iadl&ator KlnerJa
Program/Kegiatan

Reacana Tahua 2O19
Catatsrr
Pertl[g

PraHraaa MaJu Rencana
Tahun 202O

Lokasl
Target

Capetan
KlaerJa

PagB lad&8tlf Sumber
Ilana

Taryet
capatan
Kinerla

Pagu llrdtLatlf

2.12.2.L2.L.OL.L7 P""y.4t"." Makttan dan
Minuman.

Jumlah makanan dan
minuman harian,
pegawai, rapat dan tamu

disediakan

Kab. Malang 8700 HoK 132.805.OOO DAU 8760 HOK 231.660.000

2.t2.2.L2.l.oL.la Rapat- Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah.

Jumlah pegawai
memenuhi penugasan
dinas keluar daerah
ftioK)

Luar Kab. Malang 151 HOK t83.OO1.OOO DAU 160 HOK 319.220.OOO

2.L2.2.L2.L.OL.19 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Dalam
Daerah.

penugas€rn
dinas dalam daerah

Kab. Malang 183 HOK 96.725.OOO DAU 260 HOK 87.200.0oo

2.12.2.L2.1.O2 Prograa Penlngf,aten
Sorara dan Prasarana
ADarat[r.

Pcrrentaso pemenuhan
aarlna daa prasaraaa

Kab. Making LOCP/o 292.429.*O IOU/o 5

2.12.2.L2.t.O2.O9 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung
kantor yang diadakan

Kab. Malang 4 Jenis 50.448.OOO DAU 7 jenis 88.O00.OOO

2.L2.2.L2.L.O2.L4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung

Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
rutin/berkala {ienis)

Ihb. Malang 1 Jenis 166.537.OOO DAU 1 unit 290.500,ooo

2.t2.2.12.L.O2.L6 Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional.

Jumlah kendaraan roda
empat dan kendaraan
roda dua yang dipelihara
rutin/berkala.

Kab. Malang L2 Unit 4s.454.OOO DAU 12 unit 75.800.OOO

2.L2.2.L2.1.O2.20 Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor.

Jumlah peralatan
gedung kantor yang
dipelihara.

Kab. Malang 5 Jenis 16.855.OOO DAU 29.400.OOo

Jumlah meubelerYang
diadakan

Kab. Malang 1 Jenis 15.135.OOO DAU l jenis-Pengada.n tnteubeler

\ !V
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Kode
Urusaa/Bidaog Urusan
Pernedntahaa Daerah/

hogram/Keglataa

lnall&stor KlaerJa
Prograa/Kegtata!

Rencana Tahun 2O19
Catataa
Penting

Eeffraa.n taJu Rencana
Tahua Z)2O

Lokasl
Target

Capataa
KlaerJa

Pagu Indttattf Sumber
Dana

Tsrgpt
CaFfar
Xheda

Pagu Indlkattf

2.L2.2.L2.1.06 Program PenlogFqtan
Pengeabaagaa elstem
Pelaporan C.Ftan
KiaerJa da.n Keuangaa.

PersGntare Dokumen
pet€ncatrern, Laporaa
heunaggn dan HaerJa
Peraagkat dacrah Yang
tepat rattu (%l

Kab. Malang I0of/o 8.O25.OOO DAU lO@/o 13.998.fiX'

2.12.2.L2.L.0,6.OL Penyusunan laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kine{a
Keuangan.

Jumlah dokumen sakiP
(buku)

Jumlah dokumen renstra
(buku)

Jumlah dokumen renja

Kab. Malang 7 buku 6.448.000 DAU 7 buku 11.248.OOO

2.L2.2.L2.L.06.O4 Penyusunan laPoran
Keuangan Akhir Tahun.

Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
(buku)

Kab. Malang 3 buku L.577.@O DAU 3 buku 2.750.OOO

2.L2.2.L2.7.L7 nogram pedryBatsn
taparltar Suober DaYa
Alraratxrr

Pcrsentase Penlnglataa
Ilapsrttas Pqarni ttf
Peraagkat Daerah

Kab. Malang lOOo/o 189.755.OOO DAU l(xt% 331.OOO.Ofl)

2.12.2.12.L.L7.O3 Bimbingan teknis
implementasi Peraturan
perundang-undangan

Jumlah pegawai yang
mengikuti Bimbingan
Teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan

Malang, SurabaYa,
Jakarta

20 orang 189.755.OOO DAU 2O orang 331.O00.OOO

Program Penlnglrstaa
dlstpltn Aparatur

Peilcrttase PenunJang
I0nerJa Aperatur

Kab. Malang 1fi)% 32.103.fiX, DAU 1q,% 66.(x)O.(xx)

Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu

Jumlah penyediaan
pakaian olahraga/Batik

Kab. Malang 160 Stel 32.103.OOO DAU 16O stel 56.OOO.OOO

\k

i
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Kode
Unrsan/Btdang Urusan
Pemerlntahan Daerah/

Program/Xeglatar

Indltator KlnerJa
Program/Keglatan

Rencaaa Tahun 2O19
Catatan
Peattng

PraHraaa tqiu Rencana
Tahun 2O2O

Lokasi
Target

Cap6fan
I{lnerja

Pagu Indttattf Sumber
Dera

Target
Caltalal
Kiaerla

Pagu Indtkatlf

2.r2.2.12.1.1o Prograo Pengeadallaa
daa Pengawasaa Investall

Persentarc Lepatuhan
lnvestc tcrhadap
poratrrao peruadang-
uadangaa

l(s$. firtarg 8@/o 391.O33.fiX) DAU 80% 682.101.q)O

2.12.2.t2.L.LO.Ol Pembinaan Investasi bagi
dunia usaha

- Laporan hasil
pembinaan ke
perusahaan yang
dilaksanakan

- Jumlah
sosialisasi/ pembinaan
perusatraan 5rang
dilaksanakan

Kab. Malang l dokumen

1 kali

1r2.693.OOO DAU l dokumen

1 kali

196.575.OOO

2.L2.2.L2.1.LO.O2 Pengolahan dan
Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman
Modal

Jumlah dokumen Profrl
perusahaan

Kab. Malang l dokumen 164.373.OOO DAU l dokumen 246.726.OOO

2.t2.2.t2.t.to.o3
Pengendalian dan
Pengawasan Penanaman
Modal

Jumlah p€drantauan
yang dilaksanakan

Dokumen hasil
pengendalian dan
Pengawasan

Kab. Malang 160 kali

1 Dokumen

113.967.000 DAU 160 kali

l Dokumen

198.800.OO0

2.12.2.L2.1.O9 ProgEaD Pentngkataa
Promosl dan l(erJasera
Invectasl

Pcoentase pontngkataa
Jumtrah lavector

Kab. Malaag 2Vo 1.282.605.000 DAU 2lYo 2.237.322.NO

2.r2.2.L2.t.O9.O1 Penyusunan Dokumen
Pemetaan Potensi dan
Peluang Investasi

Jumlah Buku pemetaan
potensi

Kab. Malang I dokumen 175.881.OOO DAU l dokumen 306.800.ooo

2.12.2.t2.1.O9.O2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Penanaman
Modal

Dokumen Rencana
Umum Penanaman Modal

Kab. Malang l dokumen r34.474.OOO DAU 1 dokumen 234.569.500

2.12.2.L2.t.o9.o3 Penyelenggaraan pameran
dan fasilitasi kerjasama
investasi

Jumlah keikutsertaan
dalam pa.meran investasi
dan jumlah calon investor
yang terfasilitasi

Dahmtan Luar
Negeri

2 kall
2 calorr
investor

972.250.OOO DAU 2 kaJi

2 calon
investor

1.695.952.500



61

Kode
Unrsaa/Bldqng Urusan
Pemerlntahaa Daerah/

Progran/Kegtatan

Iailltator HinerJa
Ftogram/Kegtatan

Reacana Tahun 2019
Catatan
pentt.g

PraHraaa UaJu Roncaaa
Tahua Z)20

LoLart
Target

Capalaa
Xlacrja

Pagu Indttattf Suaber
Daaa

Target
CaFfalr
Elnerla

Pagu Indikattf

2.12.2.L2.r.06 Eogram Penlnglataa
Slrtem Pcngawasal
Internd dan Standadsad
Admlntgtra,rl Polayaaaa

Crhpra peralgalma
pcrgEduas maryaratat
eocara lntsanlfdan
rtaldarlsrl admnlstrarl
pehyalnn

Kab. Uel.rlg 1q)96 60.r94.fiX) DAU 1q)96 l05.ooo.fi)o

2.72.2.12.t.0,6.O1 Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara berkala
(rKM)

Jumlah laporan survey
kepuasan masyarakat

Kab. Malang 1 Dokumen r4.332.OOO DAU l dokumen 25.OOO.OOO

2.L2.2.L2.L.O2 Evaluasi Sistem Informast
Pelayanan Berstandar ISO

Jumlah administrasi
pelayanan 5rang
berstandar

Kab. Malang 1 sertifikat 45.862.OOO DAU I sertilikat 80.o00.ooo

2.t2.2.L2.1.O7 Program Pentngkataa
Peleyanaa Ptrb[k bldo'g
Pembangunaa dan
Kemas5ramkataa

.Polre[taro pencapalan
polayanan porkdnaa dl
bldarg lrctnbangutraa
daa Lcmaryan&ataa
varg tepat rrattu

I{ab. ualong 2OVo 326.649.OOO DAU 20% 569.793.OOO

Peningkatan pelayanan
perizinah penataan ruang

Jumlah izinyang
diterbitkan

Kab. Malang 15OO izin 106.913.OOO DAU 1600 izin 186.494.OOO

Peningkatan pelayanan
perizinan penataan ruang

Jumlah izin yang
diterbitkan

Kab. Ma1ang 3OOO izin 1s2.561-OOO DAU 31OO izin 231.235.OOO

Peningkatan pelayanan
perizinan perlindungan
pengelolaan lingkungan
hidup

Jumlah izinyang
diterbitkan

Kab. Malang 75O izin 43.285.OOO DAU 85O izin 152.064.OOO

\g \tr
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Tahun 2O2O
MaJu Reacana

Relcana Tahun 2O19

Pagu Indtkattf
Catatan
Penttng

Targct
CapalaaPagu Indtkattf Sumber

IlaaacalntanLokasi
Iadltator KlnerJa
Progras/Koglat'n

Unrsra/Bldang Urusan
Pemedntaharr Daerah/

Prqran/K€gfatar
Kode

713.900.(x)o30%DAU4of).262.0@3()%[s$, flcrlng

Eektu

Peraentaso peacaPatan
pefayanaa portdnaa di
btrtaog pere&onomlaa
daa roelal BudaYa 5rang

Progran penfrghtan
pelayaaal Publlk bldo'g
IresGLoooEL! daa soslal
budaya

2.12.2.12.1.O4

2L6.920.OOO13O0 izinDAU124.355.OOOl2OO izinKab. MalangJumlah izin yang
diterbitkan

Pelayanan perizinan
pendidikan dan kesehatan

280.940.OOO1600 izinDAU161.OS.OOO15OO izinKab. MalangJumlah izin yang
diterbit&an

Pelayanan Perizinan
Perdagangan, Perindustrian
dan Pariwisata

216.O40.OOO
13OO izinDAUL2OO tzin 123.851.OOOKab. MalangJumlah izinyang

diterbitkan
Pelayanan Perizinatr
Ketenagakerjaan dan Jasa

7.849.6(x).qlo4.50().fix).(xx)JUULAH

\ \

I

i

i

I
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BAB TV

RTNCAIYA KEzuA DAI{ PENDANAAN PERANGI(AT DAERATI

Kode
Urusan/Bldcog Urosan
Pemerlatahaa Daerah/

Iadlkator XtaerJa
Program/Kegletaa

Rercrna Tahun 2019 Catatan
p€ntt-gLokast

Ta4get Capatan
IItaerJa

Pagu Indtkattf Suaber
Irara

{11 t2t (3t (4t (51 (61 tq (8)

2.L2.2.t2.L.O1 Progan-P&yssanAdmtnlstrasl
Perkantoraa

Persntase Pemenu.han
Operaslonal Pertantgqqq

xab. Uafang 1(X)o6 DAU

2.L2.2.L2.L.OL.OL Penyediaan Jasa Surat MenYurat Jumlah registrasi surat masuk
dan surat keluar

Kab. Malang 16.OOO buah 94.s91.OOO DAU

2.L2.2.t2.L.OL.O2 Penyediaan Jasa Komunikasi
sumber Daya air dan Listrik

Jumlah penyediaan listrih air
minum/ air bersih, telekomunikasi
dan internet (bulan)

Kab. Malang 12 bulan 62.808.OOO
DAU

2.t2.2.12.1.OL.O7 Penyediaan Jasa Administrasi pejabat
keuangan

pengelola
(oB)

Jumlah
administrasi

Kab. Malang 52 0B 553.863.OOO DAU

2.L2-2.12.L.OL.OA Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Jumlah
kebersihan vang

peralatan/bahan
diadakan (ienisl

Kab. Malang 19 Jenis 6.625.OOO

2.t2.2.12.1.OL.LO Penyediaan Alat Tulis Kantor. Jumlah Alat Tulis l(anto Yang
disediakan fienis)

Kab. Malang 52 LA4.79

2.L2.2.L2.L.OL.ll Pcnyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan Yang
disediakan (;'enis)

Kab. Malang 19 Jenis 2t7.914.300 DAU

2.12.2.12.L.Or.L2
Jumlah
alat-alat
(ienisl

penyediaan komponen
listrik dan elektronik

Kab. Malang 10 Jenis 20.t79.OOO DAU

2.r2.2.L2.1.OL.15 Penyedian Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang disediakan (ienis)

Kab. Malang 24 jenis 1.378.OO0 DAU

2.L2.2.L2.1.O1.L7 Penyediaan Makanan dan Minuman. Jumlah makanan dan minuman
harian, pegawai, rapat dan tamu
yang disediakan

Kab. Malang 8700 HOK 132.805.OOO

2-r2.2.t2.I.OL.LA Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah.

Jumlah pegawal
penugasan dinas keluar daerah

Luar Kab. Mdlang

\,
151 HOK 183.OO1.OOO DAU

2.t2.2.12.L.Or .L9
Jumlah pegawai memenuhi
penugasafl dinas dalam daerah
(HOK)

Kab. Malang 183 HOK 96.725.OOO DAU

!
i

:

i

:

1.507.945.OOO

Keuansan
DAU

DAU

Penyediaan Komponen instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor.

DAU

memenuhi

Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah.
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Ilrdltator XinerJa
Prograo/Kegiataa

Rence.na 2019 Catataa
Pcrthg

(8)
Kode

U-"-/Bldo.t Umsan
Pemerlatahaa llaerah/ Lokasl

(41

Target Capatao
Klneda

Pagu Indtkattf
(61

Su![belr
Deas
tq

trt l2t
Ihb. tafang LO@/o 292.429.3o0

2.L2.2.L2.L.O2 Progra.m Sarana
Prasarara AParatur.

Persentage aarana
dan prararana PonuaJalg

2.L2.2.12.1.O2.O9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor
yang diadaka4

Malang 4 Jenis 50.448.OOO DAU

Kab. Malang 1 Jenis 166.537.OOO DAU

2.12.2.L2.1.O2.L4 Gedung Kantor.
Jumlah gedung kantor 5rang

rutin/berkala
roda empa.tJumlah

dan kendaraan roda dua 5rang
dipelihara rutin/berkala-

Itub,Malang 12 Unit 43.454.OOO DAU

2.L2.2.r2.1.o2.16

Kab. Malang 5 Jenis 16.855.OOO DAU

2.L2.2.L2.L,O2.20 Peralatan Gedung Kantor,

peralatan kantorJ
yang dipelihara.

yang Kab. Malang 1 Jenis 1 DAU

2.r2.2.12.L.06 Program Pontaglataa
Pengerobangaa rlrtem PelaPoran
Capalan KtacrJa dan Keuangan.

Peneatare Dotuoca
Peroncaaaaor Lat ora! &eulagg!
dan HnorJa daerah

IIab. UaIsDg 1(x,% 8.O25.OOO DAU

2.L2.2.12.1.06.o1 Penyusunan LaPoran CaPaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Keuangan.

Jumlah dokumen sakiP (buku!

Jumlah dokumen renstra (buku)

Kab. Malang 7 buku 6.448.OOO DAU

2.L2.2.12.L.6.O4 Penyusunan LaPoran Keuangan
AkhirTahun.

Jumlah laporan keuangan akhir
tahun (buku)

Ihb. Malang 3 buku t.577.OOO DAU

2.L2.2.72.1.17 Program Pentngf, atan taPesttar
Slumber DaYa AParatur

PerseatarG Pealnglatao
XsFsttss Pegarat dt Peraog$t
Daerah

I{ab. Uafatg 1q)o/o 189.755.(x)O DAU

2.12.2.12.r.t7.o3 Bimbingan teknis imPlementasi
peraturan perundang-undangan

Jumlah pegawai Yang mengikuti
Bimbingan Teknis imPlementasi
peraturan Perundang-undangan

Malang, Surabaya' Jakarta 20 orang 189.755.OOO DAU

Program Pentngkataa dtstPlia
Aparatur

Persentace PeaqpJang KlnerJa
Aparatur

rlt. uafang lo@/o 32.1()3.O(x) DAU

i
I

(51

-F'"m taraan Rutin/Berkala

Pemellharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ OPerasional'

E;gAart Meubeler
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Rencana Tahua 2019

Ilaaa

Catataa
PeathgPagu IndtkaHfTarget Capalal

Lokasl
Indlkator Afnorta
Program/Keglataa

Urugan/Btdang Urusaa
Pemerlntahaa Daerah/Kode

t4(6)(51(41
l2lI DAU32.103.OOO160 Stel

Jumlah penYediaan Pakaian
olahraga/Batik

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu

DAU391.O33.OOO8@/oKab. Uels.agPerseata:e tePetuhra lnvertor
terbadap terat[r.[ Peruadang'
undangaa

Program Peageaddlanr dan
Pengaurasan Involtarl

2.L2.2.12.L.10

DAU112.693.0001 dokumen

I kali

Kab. Malang
- Laporan hasil Pembinaan ke

perusahaan Yang dilaksanakan

- Jumlah sosialisasi/Pembinaan
peru sahaan Yang dilaksanakan

Pembinaan Investasi bagi dunia
usaha

2.12.2.L2.1.to.oL

DAU164.373.O0Ol dokumenKab. MaiangJumlah dokumen Prolil
perusahaan

Pengolahan dan Pengembangan
Sistim Informasi Penanaman Modal

2.L2.2.L2.L.LO.O2

DAU113.967.OOO

1 Dokumen

160Ihb. MalangJumlah pemantauan Yang
dilaksanakan
Dokumen hasil Pengendalian dan

Pengendalian dan Pengawasan
Penanaman Modal

2.12.2.L2.1.LO.O3

DAU1.282.605.OOO2o/oKab. talargPerceatase PoolryLataa Juntat
lnnestor

Progran Psnlogkatan Prooogl dan
KerJarama lrrvertagl

2.L2.2.L2.1.o9

DAU175.881.000l dokumenIhb. MalangJumlah Buku Pemetaan PotensiPenyusunan Dokumen Pemetaan
Potensi dan Peluang Investasi

2.L2.2.L2.L.O9.O1

DAU134.474.OOO1 dokumenKab. MalangDokumen Rencana Umum
Penanaman Modal

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Penanaman Modal

2.L2.2.L2.L.O9.O2

DAU972.250.OOO2kali
2 calon investor

Dalam dan Luar NegeriJumlah keikutsertaan dalam
parneran investasi dan
calon

Penyelenggaraan Pameran dan
fasilitasi kerjasama investasi

2.12.2.L2.1.O9.Os

DAU60.194.qX)1(X)o/oIIab. [atargCalrupo.a PeaarrgE,nrl lrcligaduan
mas5raratat tocaia lnteastf dan
standarisasi admnlrtrasl

kogram Penlnel(ata! Slatem
Pengaqrasan Intcraal daa
Staadartsasl Adnlntstrast

2.12.2.12.1.06

(81

Kab. Malang

Pelavanen petavanaa
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Rencana Tahun 2O 19
Sumber

Daaa

Catataa
PeatlngPagu IndtkattfTarget Capalan

Lokasl
Iadlkator KlnerJa
Progran/Keglataa

Ururan/Bidarg Unrsan
Pemerlntahan Daereh/Kode

(81(7t(6t(sl
t2lI DAU14.332.OOO1 DokumenKab. Malang

Jumlah laporan surveY kePuasan
masyarakat

Pelaksanaan Pengawasan Intemal
secara berkala (IKM)

2.t2.2.L2.L.06.OL

DAU45.862.OOO1 sertifikatIhb. Malang
J umlah administrasi PelaYanan
yang berstandar

Evaluasi Sistem Informasi
Pelayanan Berstandar ISO

2.t2.2.12.1.o2

DAUs26.649.OOO2@hIhb. MarengPerrontgre PencaPalan
polayaaan Perldma dl bLlang
pembangunaa daa
iomas5rarakataa lrrrg toP.t
uraktu

Program Peatngtatrn Pela5ralaa
PubUk bldong Peabaogunaa dan
Kemasyara.tetaa

2.L2.2.t2.1.o7

DAU106.913.OOO15OO izinKab. MalangJumlah izin Yang diterbitkanPeningkatan PelaYanan Perizinan
DAU132.561.OOO3OOO izinIkb. MalangJumlah iznYangditerbitkan

Peningkatan PelaYanan Perizinan
DAU43.285.OOO75O idrLI(ab. Malangiz,nyang

Peningkatan pelayanan perizinan

DAUfig.2,62.0,003,(P/oKab. Ualarg
2.t2.2.12.L.O4

DAU124.355.OOOl2OO izinIGb. Malang

Peroeltase PelcaPalaa
pelayanaa pcrldaaa dl bldtng
perokonomlaa den sortsl BudaYa

wakt[

Pelayanan perizinan pendidikan dan
kesehatan

DAU161.056.OOO15OO izinKab. MalangJumlah izin Yang diterbitkanPelayanan Perizinan Perdagangan,
Perindustrian dan Parilrisata

D.{U123.851.OOO12OO izinKab. MalangJumlah izin Yang diterbitkan
Pelayanan Perizinan
Ketenagakerjaan dan Jasa

4.5()(}.ooo.ooo
JuHLAII

\

Program Peataglatra Pot a5ralao
publfk bfdang PoroLoaomlaa daa
lo3lal budalra

Jumlah izin Yang diterbitkan



BAB V

PEIYUN'P

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu merupakan pedoman dalam melaksanakan program

dan kegiatan satu tahun kedepan dan prakiraan untuk tahun

berikutnya yang menunjang pelayanan terhadap masyaralat, berupaya

agar pemenuhan kepentingan masyarakat (trrublic interestf maupun

penyelesaian masalah-masalah masyarakat (Wblic affairs) dapat

dilaksanakan dengan kualitas yang memuaskan dan tidak seadanya

meski ketersediaan anggaran kurang mendukung.

Berdasarkan pada kondisi tersebut dari sisi sumber daya dan

potensi yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu secara optimis dipandang sebagai peluang.

Perlu pula komitmen dan gerak langkah yang sarna (sinergis)

antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dengan berbagai Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Malang dalam berbagai bidang kegiatan yang menyangkut

pelayanan publik, sehingga harapan memberikan pelayanan yang

sesuai keinginan masyarakat dapat terpenuhi, mengingat bahwa

tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu adalah sebagai penyelenggara pelayanan investasi dan

pelayanan perizinan.

Sebagai penyelenggara kegiatan layanan publik Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berharap dapat memperoleh

masukan, kritik dan saran guna menunjang pelaksanaan pelayanan

sesuai harapan masyarakat Kabupaten Malang menuju sejahtera

dapat terwujud. untuk itu perlu selalu introspeksi dan evaluasi serta

inovasi dan perubahan menuju layanan publik yang semakin baik'

Demikian untuk dilaksanakan.

4

MALAI{G,



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019
Nomor : O5O I 5577 I 35.07 .2O2l2Ol8

Pada hari ini jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua
ribu delapan belas telah dilaksanakan verilikasi terhadap Rancangan Akhir
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Sahr Pintu Kabupaten Malang
tahun dua ribu sembilan belas yang dihadiri tim pen5rusun Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Malang
Nomor : 188.45/24611<EPl 35.O7.Ol3l2OL8 sebagaimana Surat Keputusan
Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MEITTYEPANATT,

Kesatu : Tim Penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah dibentuk sebagaimana
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

Kedua : Sistematika Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran
yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

Ketiga : Perumusan tduan dan sasaran' strategi dan kebljakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Malang sudah mengacu pada tduan dan sasaran dalam Peraturan
Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Ke{a
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Keempat: Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama I (satu) tahun,
termasuk lokasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Satu Pintu Kabupaten Malang sudah sesuai dengan renc€ula

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan

pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi

kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor

18 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2Ol9 .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu wajib

melakukan analisis gender yang dituangkan dala:rr Gen'der Budget

Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (IGK) yang menjadi

lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan

sebagaimana mestinYa.

Mengetahui;
Penan odal Kepala

Kelima

Pintu
o

A Kes
Utama Muda

Badan
4

Pembangunan Daerah
Malang

I prua*i:u,ll,o*qo

[r MP
Muda
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CHEC(LIsT VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

Nama PD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN pEt-AyANAN SATU ptNTU

r@
IGSESUAUIN

B6tI{ tst Ad.Ildat Ildat REXOMENDASI
Sesual

S"$al Ad.
PEI{DAHUI.UA

Litar
I

1.1

Proses peryusunan Renja

Ket€.kahan RancanSan Akhir Renia den8an
Humen R(PD 2019, ReGtra PD sebclum
perubahan dan rancana p€rlbahan Ren'tra s6ual
R MD204G2O27

Tindaklanjutnya dengan p.ores penwsunan APBD

L.2 tandasan Hukum Dasar Hukur sesual d€ngan peratutan p€rundang
lrndanSan

1.3 Makud dan Tujuan Uralan Maksud dan Tujuar penyusunan Renja
1.4 Sistematika Penulisan Ur.i.n polot bahas.n dalam p€nullsan Rcnja

pcran3kat o.crah rlrta qrsun.n SaJis bcs.r Ei
dokumer s€ruai Permendagrl E6 tahun 2017

lt Eviu8l ,abtr.a.., ierl. PD 7.hun l,.fu
2.r Evalursi Pdaks.naan Renja PD

Tahun Lalu dan C.paian R.nstra PO

Oabel2.r)

Xiri.n/rEvi haril ereluad pclalsanaan Renla
T.hun hlu (n-2)

Perkiraan capaian tahun b€rjalan (n-1)

Gpaian tlr8€t Rcnstra PD bcrdasaal(an rcalisasl
program kcti.tin prlalsanaao R€nja PD tahun-
tahun sebelumnya dlngan memperhatikan :

1 Realisagl program/kegiat n yang tid.k inemenuhl
t rget Un€.ja;

2 Reallsasi progr.m/krgi.tan yant mem€nuhi taBct
ldne,ja;

3 Relllsari pr€ram^eglatan vant rn€lcblhi ta8et
hne.j.;

il Faktor penyebab tkt.l tercapainy., terpenuhinya]
atau melebihi ta.get kinerla p.ot6m/k€dat n;

5 hplikasi yang timbul terhadap tar8et capaian

Program Renitra Pe.angkat D.erah;

6 Xebiiakan / tindatan fprencanaan
PensanggAran yant p€rlu diamHl
m€qat si falto. p€ny.bab te,s€h.n

aanl

,**l
Anallslt (ineria Pelayanan PD (Tabel

2.21

Capaian klnerJa pelayanan herdas.rlan indilator
kineri. yang sudrh ditentukan (lKl(, lKM, lku, lXD,

NSPX dan sPM) ic6uai tutEs dan fungJi PD dan
p€..tu.an perund.ng-undaryan yant tcr*alt
dengan kineria p€layanan PD

2.3 lsu-isu Penting Pen'€lentta.aan
Tugas dan Fungsi PD

Tinflat kine.ia pelayanan PD

Pe.masalah.n dan hamb3tan yary dihad.pi
dalam penvelanggaraan tugas dan fugsl PD

Dampak terhadap p€nopalan tuju.n dan sasaEn
PD, pencapaian p.og,am nark naulntlmaslonal
seperti SPM, SDGS

Tantangan dan peluan8 dalam mchih8katlen
pelayanan Po

FomuLrl isu-isu pqrtln&/Gkomridari umul
tind.l laniut

Revie* tedradap Rancantan Alhir
R(PD (Tabcl 2.3)

Membandinglan RXPD Rancangan awal danSan

analir kebutuhan

Alasan d.n catatan penting p€rbedaan

Penelaahan usulan Program dan
xeSiatan Masvaralat (Tabel 2.4)

Menglralkan h.5ll tilhn t$hadap

Ofoirarn/tagiatrn yang diurulkan oldr pcmeng*u

kep€ntingan, LSM, asoolasl, P$Euruao Tingtl
maupun Peaantlat daeaah; Sarta usulan

Mus.entang Tahun 2019 (yan8 dllaban.kan di
Tahun 2018)

Ir IUJUAiI OA'{ SASARAII PERATGXAI DAEiAH

2.4

t

[--t-
I

[-r-tt

-l-

2.2

I

2.4

I i



i.C} BAGAi lst RCtoitEtlOAST
Sesqal

Ad. fld*
sasu.l

IU.r
Ad.

3.1 Tcla.h..n terhad3p x.blraLn
lJ.iional

Tel.ahan t€.lrad.p arah tetij.kan dan prioritas

pambangunan natlonal tang tertait dcngan tuSaa

dan tun$l P0

3.2 Tuiuan dan Sasaran Renia PD Rurnusan tsiuan dan sasaEn b€rdasarlEn hl}iru
pendng p.nyel.ntg.raan tu8.s d.n fun8si PO

yang dlkaitten dengan llnarl. Rrnstra PrfaE8lrt
Daerah

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel 3.1) Mrrrelaskan progr.m dan kegihtan iang
dllakran.kan pada Tahun 2019 dan peddraan

tahun 2020

lcghtan yang m€{Eakorno-

di. PUG akan dhuanglan
dalam GBS dan xA( s€b.3al

lamd.an RxA PD

tv iE]{CAI'A TERIA O$T PE OAXAAN P€NAXGXAT DAERAH

Mcnturaitan t.ntang ,encana lc,ra tahun 2019

berd.s.rtan RXPD 2019 yrng terdlrl dari progrdm

dan kcgi.tan i€rta srrmber pend.n a.l y.nt dapat

dlakscs oleh Per.nglat Daerah (

APBN, APBo Proplnsi, APEO lobupate , oBHClfi
ataupun cSR)

PENUIUP

Gtaten p€ntin8 yanS perlu mendapat p€.hatlan

apablla kctcrsldLan .ngtaran Mal t€suai

denSan lcbutuhan

PELIYA}IAJI

P(ru

OIXAS

Penwsun Renla

Mal.ng

ma Muda
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